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ABSTRACT 

Keywords: factors which is inhibiting the performance quality of National Land Agency in 

Ngada District 

This research aims to identify and describe apparatus resources toward the quality of public 

service performance in National Land Agency in Ngada, facilities and infrastructure on the 

quality of public services and disputes, conflicts and cases of land on the quality of public 

services. 

The used research methodology was descriptive method by qualitative approach. This method 

was chosen for presenting data about the facts in field systematically, factually and accurately. 

This study emphasizes the descriptive research design through a qualitative approach aiming to 

explore deeply the facts about public services in National Land Agency in Ngada. 

The data which used is primary data obtained from informants directly and secondary data 

obtained indirectly. Data collection techniques were conducted by interviewing, observing, and 

documenting. TI1e study findings indicate that the service performance of National Land Agency 

in Ngada not optimal yet due to lack of apparatus resources, lack of facilities and infrastructure 

and the completion of disputes, conflict and land cases not optimal yet. 
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ABSTRAKSI 

Kata kunci : Faktor-faktor yang menghambat Kualitas Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten 

Ngada 

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Sumber Daya Aparatur 

terhadap kualitas kinerja pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, Sarana dan 

prasarana terhadap kualitas pelayanan publik dan Sengketa, konflik dan perkara pertanahan 

terhadap kualitas pelayanan publik. 

Metodologi Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistimatis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan mengutamakan desain 

penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali mengenai fakta 

kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada. 

Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari informan 

dan data sekunder yang diperoleh seca!"a tidak langsung. Teknik pengumpulan data yaitu melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian pengamatan seperti tersebut diatas menunjukan bahwa kinerja pelayanan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada belum optimal karena kurangnya Sumber Daya Aparatur, 

kurangnya sarana dan prasaran dan belum optimal penyelesaian sengketa, konflik dan perkara 

pertanahan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Di dalam Bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan beserta 

pembahasannya. Hasil penelitian meliputi deskripsi tempat penelitian, deskripsi data 

penelitian dan pembahasan hasil penelitiannya. 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Gambaran Umum Wilayah 

a. Letak Geografis Wilayah 

Secara geografis Kabupaten Ngada berada pada koordinat 8° 20' 24.28,, - 8° 

" 0 , " 0 , ,, 
57·28.39 LS dan 120 48 29.26 -121 11 57 BT dengan batas Wilayah sebagai 

berikut: 

Utara der:gan Laut Flores 

Selatan dengan Laut Sawu 

Timur dengan Kabupaten Nagekeo 

Barat dengan Kabupaten Manggarai Timur 

b. Luas Wilayah 

Luas wilayah Kabupaten Ngada 1.620,92 Km2 yang terdiri dari 12 Kecamatan, 

135 Desa dan 16 Kelurahan dengan luas setiap kecamatan sebagaimana dalam 

tabel di bawah ini: 

80 
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Tabel 4.1 

Jumlah dan Luas Kecamatan 

No Nama Kecamatan Luas (km2
) Keterangan 

1 Ai mere 92,5 

2 Jerebuu 74,98 

3 Inerie 67,28 

4 Bajawa 133,3 

5 Golewa I 78,13 

6 Golewa Selatan 98 

7 Golewa Barat 74,59 

8 Bajawa Utara 167,38 

9 Soa 91, 14 

10 Riung 327,94 

I 1 Riung Barat 312,49 

12 Wolomeze 103, 19 

Jumlah: 12 Kecamatan 1620,92 kmi 

Sumber: Data Statistik Kabupaten Ngada dalam Angka, Tahun 2014 

c. Potensi Wilayah 

Kabupaten Ngada tergolong daerah yang beriklim tropis dan terbentang hampir 

sebahagian besar padang rumput, juga ditumbuhi pepohonan seperti kemiri, 

asam, ka)u manis, kopi, lontar dan set..lgainya serta kaya dengan fauna antara 

lain hewan-hewan besar, hewan-hewan kecil, unggas binatang menjalar, 

binatang liar dan binatang purba seperti Varanus Riungensis (Mbou) di Riung. 

Disamping itu daerah ini kaya dengan obyek wisata seperti Taman Laut 17 
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Pulau (Riung). Panorama alam seperti air terjun, gua, sumber air panas 

(Menguruda) dan wisata budaya seperti peninggalan batu megalith, rumah adat 

tradisional, kesenian dan keraj inan tangan (Bena). 

d. Jumlah Penduduk 

Sesuai sumber data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, yang 

berfungsi menyediakan data dasar bagi perencanaan pembangunan baik 

sektoral maupu regional, maka terdata jumlah penduduk sebesar 252.093 jiwa, 

dirinci 20. 188 perempuan dan 121.905 laki-laki dengan kepadatan penduduk 

75 jiwa/km2
. 

e. Jumlah Bidang Tai1ah 

Hasil Pendataan sementara mengenai jumlah bidang tanah dalam kawasan 

Budi Daya di Kabupaten Ngada sebanyak 459.132 bidang dari jumlah tersebut 

yang sudah bersertipikat sebanyak 35.396 bidang dan belum bersertipikat 

sebanyak 423.736 bidang. Jumlah yang belum bersertipikat tersebut bisa saja 

bertambah oleh karena terjadinya pemecahan bidang tanah karena warisan, 

hibah dan jual beli. 

f. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada sebagai lnstansi vertikal dari 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Na~ional Ler(jasarkan 

Peraturan Presiden Reoublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional di daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara 

Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu melaksanakan tugas 
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pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral yang 

berpedoman pada Peraturan Kepala Sadan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia nomor 4 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. 

l. Visi 

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadi!an dan keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. 

2. Misi 

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan keoijakan pertanahan 

untuk: 

(I) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru 

kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan 

pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. 

(2) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan 

bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). 

(3) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh 

tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan 

pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di 

kemudian hari. 
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(4) Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 

Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang 

akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. 

(5) Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip 

dan aturan yang tertuang dalam UUP A dan aspirasi rakyat secara luas. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pertanahan 

Nasional menyelenggarakan fungsi: 

l) Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan. 

2) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan. 

3) Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan. 

4) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan. 

5) Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di 

bidang pertanahan. 

6) Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. 

7) Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah. 

8) Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah

wilayah khusus. 

9 Penyiap<.m administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik 

negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan. 

l 0) Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. 

11) Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. 

12) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di 

bidang pertanahan. 
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13) Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 

14) Pengkaj ian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di 

bidang pertanahan. 

15) Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. 

16) Pcnclitian dan pengembangan di bidang pertanahan. 

I 7) Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang 

pertanahan. 

18) Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. 

19) Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang 

pertanahan. 

20) Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau 

badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku. 

21) Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sadan Pertanahan 

Nasional menyelenggarakan 11 agenda kebijakan yaitu: 

l) Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional. 

2) Meningkatkan pelayanan dao pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi 

tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. 

3) Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship). 

4) Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana 

alam dan daerah-daerah konflik. 
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5) Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik 

pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis. 

6) Membangun Sistem lnformasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan 

sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia. 

7) Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan 

pemberdayaan masyarakat. 

8) Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar. 

9) Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan 

Pertanahan yang telah ditetapkan. 

I 0) Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional. 

11) Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan 

Pertanahan. 
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g. Bagan Struktur Organisasi 

Organisasi Kantor Pertanahan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang 

mempunyai Struktur Organisasi seperti bagan di bawah ini: 

. Kantor Pe ttanahan Kabu p~te'n/1<'.~ta ·· · · . . . : . ~ 

Sub Seksi 
Pengukuran 

dan 
Pe meta an 

Sub Seksi 
Tematik dan 

Poteonsi 
Tanah 

Gambar 4.1 

Sub Seksi 
Penetap.an 
Hak Tan.ah 

Sub seksi 
rcng.uturun 

TRnr>h 
Pemerintah 

Sub Seksi 
Pendattaran 

Hdk 

:o:;ub seksi 
Pe1-o lihan, 

Pe>mbe~a ,..,ar. 
Hak dan 

Pr AT 

Ur-usan 
Perencanaan 

Udlt K~d11yd11 

:o;ub ::>eksi 
Penatogunoon 

Tanah dan 
Kawasan 
Tertentu 

Sul..o S"k:.i 
f'cngcndo lion 
PP.rt-=-n~h;:1in 

Urusan Urnum 
dan 

k:t::JJt:::YdWdidl I 

Sub Seksi 
Sengket a dan 

Konthk 
p~ ldl ldl ldl I 

Sub Seksi 
Land reform 

dan 
Ku11:, uliUe1~i 

Tonoh 

sub seksi 
f'ombcrd.::iy.::i 

.:i.n M.=t.:::;yi'l!rrikn't 

Sub Seksi 
Perkara 

Pertanahan 

P"j dUd l E'> "luo 1 V 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, Tahun 2015 
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Sebagaimana dalam struktur di atas dari hasil penelitian diperoleh data kondisi 

Perangkat Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada menunjukan bahwa jumlah pegawai 

negeri sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada hanya sebanyak 17 (tujuh belas) 

orang sedangkan jabatan struktural yang tersedia sejumlah 21 (dua puluh satu) jabatan 

dan yang terisi hanya sebanyak 12 (dua belas) jabatan sehingga belum terisi sebanyak 9 

(sembilan) jabatan seperti dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 

Susunan Pegawai dalam Jabatan Struktural 

No Nama Pengkat/Gol Jabatan Ket 

1 Lambertus Klau, S.E Pembina, IV /a Kepala Kantor 

2 Keo Komelis, S.IP Penata Tk.I, 111/d Kepala Seksi P2 

3 Gregorius Loy Wea Penata, III/c Kasubbag TU 

4 Siprianus Sue Penata, III/c Kepala Seksi HT dan PT 

5 Bruno Tusi Astana Pen<lta, III/c Kepala Seksi P3 

6 Syamsul Effendy, S.T Penata Muda Tk.I Kepala Seksi SP2 

7 Herman I. Julisaisar, S.H Penata, III/c Kepala Seksi SKP 

~~ 

8 Jonysigus Hudson Ndun Penata Muda, III/a Kaur Perencanaan dan 
Keuangan ,.____ _____ 

9 Galih Suma Telada, S.T Penata Muda, III/a Kasubsi Tematik dan 
Potensi Tanah 

10 Obed Snae Penata Muda Tk.I, Kasubsi Penetapan Hak 
Ill/b 

I 1 Martha Wunu Penata Muda Tk.I, Kasubsi Pendaftaran Hak 
Ill/b 

12 Antonius Lodo Penata Muda Tk.I, Kasubsi Perkara 
III/b 

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Pertanhan Kabupaten Ngada, Tahun 2015 
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Tabel 4.3 

Susunan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum 

-

No Nam a Pengkat/Gol Jabatan Ket 

1 Galih Suma Telada, S.T Penata Muda, III/a Bendahara Pengeluaran 

2 Coo Waldetrudis Pengatur, II/e Bendahara Penerimaan 

3 Maria Prodentia Itu Lado Pengatur, We Operator Simag BMN 

4 Arsad Baesaku Pengatur Mud a Admin SKMPP 

I 
Tk.I, 11/b 

5 Roni Dano Pengatur, Ille Pengumpul Data Survey 
Pengukuran dan 
Pemetaan -

6 Lukas Moreng Pengatur Mud a Pengelola Arsip Statis 

Tk.I, IVb 

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Pertanhan Kabupaten Ngada, Tahun 2015 

h. Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada 

l. Tugas Pokok dan Fungsi 

Sebagaimana telah disajikan struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Ngada di atas maka pada bagian ini disampaikan tugas pokok dan fungsi masing-

masing pejabat strultural dan saf pelaksana yang terperinci dalam daftar uraian 

tugas sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada nomor 

0 l Tahun 2015 Tanggal 05 Januari 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran I. 
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2. Tertib Pertanahan 

Dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah serta peningkatan 

manajemen pertanahan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel di lingkungan 

Badan Pertanahan Nasional Rebuplik Indonesia telah ditetapkan Keputusan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 227 /KEP-7. l/VI/2012 

Tanggal 27 Juni 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan. 

Dalam Keputusan ini ditegaskan bahwa semua Pimpinan Unit Kerja dan Staf di 

lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nsional dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan 

tugasnya berpedoman pada Sapta Tertib Pertanahan sebagai berikut: 

1) Tertib Administrasi, meliputi: 

- Menjalankan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan konsisten; 

- Mengembangkan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP); 

- Ketaatan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); 

- Pengelolaan Buku Tanah, Surat Ukur, Peta, Warkah secara baik dan tertib; 

- Pencatatan setiap surat masuk dan surat keluar; 

- Menjawab surat masuk sesuai aturan; 

- Standarisasi Naskah Dinas; 

- Penataan Arsip Pertanahan (Peta, Buku Tm1ah, SU, Warkah dalam manajemen 

arsip modem; 

- Tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) dalam setiap kegiatan; 

- Tersusunnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam setiap kegiatan. 
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2) Tertib Anggaran, meliputi: 

- Penertiban Rekening; 

- Pelaksanaan Anggaran; 

- Penatausahaan Keuangan; 

- Pelaporan Keuangan; 

- Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran yang Transparan dan Efisien. 

3) Tertib Perlengkapan, meliputi: 

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran sesuai dengan kebutuhan; 

- Penggunaan/Pemanfaatan Barang Milik Negara sesuai dengan tujuannya; 

- Terselenggaranya Transfer Barang Milik Negara dengan tertib; 

- Penghapusan Barang Milik Negara dari daftar barang terhadap barang yang 

sudah tidak mampu mendukung tugas dan fungsi kantor; 

- Standarisasi sarana dan prasarana baikjumlah maupun spesifikasinya; 

- Penatausahaan (Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMN melalui Sistim 

Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara); 

- Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. 

4) Tertib Perkantoran, meliputi: 

- Penataan Ruang Kantor yang Jebih efisien dan efektif dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada 1nasyarakat; 

- Menjaga kebersihan dan kerapian kantor; 

- Standarisasi Gedung Kantor; 

- Standarisasi/Penyiapan Loket Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat. 
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5) Tertib Kepegawaian, meliputi: 

- Pola karier dengan merit system; 

- Reward and punishment; 

- Rekrutmen yang transparan; 

- Pendidikan penjenjangan yang tertatur; 

- Peningkatan kemampuan dan keterampilan; 

- Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang tertib. 

6) Tertib Disiplin Kerja, meliputi: 

- Mentaati jam kerja; 

- Penyelesaian target kerja; 

- Menggunakan pakaian dinas; 

- Rapih; 

- Membuat Buku kegiatan harian; 

- Mengisi daftar hadir. 

7) Tertib Moral, meliputi: 

- Melaksanakan Kode Etik BPN (Peraturan KBPN Nomor 8 tahun 2011); 

- Menjaga Kehormatan Pimpinan, diri sendiri dan keluarga; 

- Menjaga sikap, tingkah laku dan etika; 

- Menghindari diri dari perbuatan tercela dan lain-lain. 
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3. Biaya Pelayanan Pertanahan 

Dalam memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan kepada masyarakat 

dan untuk meringan beban masyarakat dalam upaya menggerakkan ekonomi 

nasional perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tariff atas jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang!Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif 

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan 

Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang berlaku Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional. 
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Di bawah ini disajikan beberapa jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 

Kantor Pertanahan Kabuapeten Ngada dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

No Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

I. PELAYANAN SURVEI, PENGUKURAN BATAS 
KAW ASAN AT AU BAT AS WILA Y AH, DAN 
PEMETAAN 

A. Pelayanan Survei 

1. Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah 

Pemukiman atau Pertanian 
2. Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah 

Pemukiman atau Pertanian 

B. Pelayanan Pengukuran Batas Kawasan atau Batas 
Wilayah 

C. Pelayanan Pemetaan 

1. Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai 
Ekonomi Kawasan Skala 1: 10.000 

2. Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona 
Nilai Ekonomi Kawasan Skala 1 :25.000 

3. Pemetaan Tematik Bidang tanah untuk 
Pemecahan Sertipikat Skala 1 :2.500 

4. Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk 
pemechan Sertipikat Skala l: l 000 

5. Pemetaan Kawasan Skala 1:10.000 

6. Pemetaan Kawasan Skala l :25.000 

D. Pelayanan Pembuatan Peta Dasar 

1. Pembuatan Peta Foto Skala l: 1.000 (minimal 
1.000 hektar) 

2. Penambahan Pembuatan Peta Foto Skala 

Satuan 

Perbidang 

Perbidang 

Pertugu 

Perhekt<rr 

Perhektar 

Perbidang 

Perbidang 

Perhektar 

Perhektar 

Perhektar 

Tarif (Rp) 

450.000 

600.000 

3.500.000 

25.000 

5.000 

75.000 

75.000 

40.000 

20.000 

200.000 
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II 

1: 1.000 seluas 500 Hektar dan kelipatannya 

3. Pembuatan Peta Citra Skala 1 :2.500 (minimal 
10.000 hektar) 

4. Pembuatan Peta Garis Skala 1: 1.000 (minimal 

100 hektar) 

5. Pembuatan Peta Garis Skala 1 :2.500 (minimal 
100 hektar) 

PELA YANAN PEND AF AT ARANT ANAH 

A. Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali 

1. Pelayanan Pendaftaran Penegasan Konversi 
atau Pengakuan Hak 

2. Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian 
Hak Atas Tanah untuk: 

a. Perorangan 

b. Badan Hukum 

3. Pelayanan Pendaftaran Keputusan 
Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk HGB dan 
HP di atas Hak Pengeloalaan 

4. Pelayanan Pendaftaran Keputusan 
Pembaharuan Hak Atas Tanah untuk HGB dan 
HP di atas Hak Pengeloalaan 

5. Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun 

a. Bersubsidi (berdasarkan pen eta pan 
Kementerian Negara Pemmahan Rakyat) 

b. Non Subsidi 

6. Pelayanan Pendaftaran Hak Guna Ruang Atas 
Tanah, Ruang Bawah Tanah, dan Ruang 

Perairan 

Perhektar 200.000 

Perhektar 150.000 

Perhektar 50.000 

Perhektar 120.000 

Perbidang 100.000 

Perbidang 50.000 

Perbidang 50.000 

Perbidang 100.000 

Perbidang 50.000 

Perbidang 
50.000 

Perunit 50.000 

Perunit 100.000 

Perbidang 50.000 
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7. Pendaftaran Perubahan Hak: 

a. HGB atau HP menjadi HM 

b. HP menjadi HGB 

c. HGB menjadi HP 

d. HM menjadi HGB atau HP 

B. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 

1. Pelayanan pendaftaran pemindahan I peralihan 

Hak Atas Tanah untuk lnstansi Pemerintah dan 

Badan Hukum keagamaan dan social yang 

penggunaan Tanahnya untuk peribadatan, Panti 

Asuhan dan Panti Jompo 

2. Pengangkatan Pertama Kali, Pengangkatan 
Kembali, dan Pemindahan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah 

3. Perpanjangan masa jabatan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah 

4. Penunjukan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Sementara 

5. Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

a. Pelantikan PPAT 

b. Pelantikan PPATS 

c. Perubahan Data PPA T 

d. Sa.Jinan Surat Keputusan Pengangkatan 

PPAT 

e. Pemberian Cuti/Pemberhentian Sementara 

f. Peningkatan Kualitas PPAT 

6. Pelayanan Pendaftaran Pemberian HGB dan 

HP di atas Hak Milik 

Perbidang 

Perbidang 

Perbidang 

Perbidang 

Perbidang 

Perorang 

Perorang 

Perorang 

Pero rang 

Perorang 

Pero rang 

Perorang 

Perorang 

Perorang 

Perbidang 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

500.000 

250.000 

250.000 

500.000 

250.000 

100.000 

50.000 

50.000 

2.900.000 

50.000 
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7. Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan 

Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT) dengan Nilai Hak Tanggungan: 

a. sarnpai dengan Rp 250.000.000 Persertipikat HT 

b. di atas Rp. 250 juta sampai dengan Rp l Persertipikat HT 
Milyard 

c. di atas Rp 1 Mil yard samapai dengan Rp l 0 Persertipikat HT 
Mil yard 

d. di atas Rp l 0 Mil yard samapai dengan Rp l Persertipikat HT 
Trilyun 

e. di atas Rp l Trilyun Persertipikat HT 

8. Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak 
Tanggungan (Cessie, Subrogasi, Merger) 

9. Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak atas 
Tanah dan Hak Milik Satuan Rumah Susun 
karena Pelepasan Hak 

10. Pelayanan Pendaftaran Pembagian Hak 

Bersama ( tanpa ada pemecahan/pemisahan 
maupun memerlukan pemecahan/pemisahan) 

11. Pelayanan Pendaftaran Perubahan Data 

Berdasarkan Putusan Pengadilan atau 
penetapan Pengadilan 

12. Pelayanan Pendaftaran Pemisahan, Pemecahan, 
dan Penggabungan 

13. Pelayanan Pendafataran Hapusnya Hak 
Tanggungan!Roya (termasuk roya parsial yang 

memerlukan pemisahan atau tidak) 

14. Pelayanan Pendaftaran Perubahan Nama 

15. Pelayanan Penggantian Blanko Sertipikat 
(karena hilang/rusak atau penggantian blanko 

sertipikat model lama ke model baru) 

Perbidang 

Per bi dang 

Perbidang 

Perbidang 

Perbidang 

Perbidang 

Perbidang 

Perbidang 

50.000 

200.000 

2.500.000 

25.000.000 

50.000.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 
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III 

16. Pelayanan Pencatatan Pemblokiran 

17. Pelayanan Pencatatan Sita 

18. Pelayanan Pengangkatan Sita 

19. Pelayanan sumpah dan naskah pengumuman 

untuk Penggantian Blanko Sertifikat (karena 

hilang, rusak yang tidak terbaca data fisik, data 

yuridis, atau spesifikasi bianko) 

20. Pelayanan pencatatan perpanjangan hak atas 

tanah pada buku tanah, Buku Tanah Bak Milik 

Satuan Rwnah susun dan sertifikat hak milik 

satuan rumah susun 

21. Pelayanan pencatatan perubahan pcnggunaan 

tanah 

22. Pelayanan pencatatan lain sesuai ketentuan 

yang berlaku 

PELA YANAN INFORMASI PERTANAHAN 

A. Pelayanan Informasi Titik Koordinat 

B. Pelayanan Data Global/Navigation Satellite 
(GNSS)/Continuously Operating Reference 
Stations (CORS) 

1. Paket data harian 

2. Paket Data Bulanan 

3. Paket data tahunan 

~- Pelayanan Peta Pertanahan dalam format 

multimedia dan format raster lainnya 

Perbidang 

Perbidang 

Perbidang 

Per blanko 

Per Unit 

Perbidang 

Perbidang 

Pertitik 

Per Pengguna I 
hari 

Per Pengguna I 
bu Ian 

Per Pengguna I 
tahun 

1. Peta sampai dengan skala 1 :5.000 (minimal 25 Perhektar/tema 

hektar) 

2. Peta dari skala 1 :10.000 sampa1 dengan Perhektar/tema 

I :50.000 (minimal 4.000 hektar) 

50.000 

50.000 

50.000 

200.000 

50.000 

100.000 

50.000 

50.000 

50.000 

1.250.000 

13.750.000 

4.000 

1000 
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3. Peta Skala lebih kecil dari 1:50.000 

D. Pelayanan Informasi Nilai Tanah Kawasan 

1. Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti 

2. Zona Nilai Tanah (minimum 50 hektar) 

3. Nilai Ekonomi Kawasan (minimum 50 hektar) 

4. Nilai Aset Kawasan (minimum 50 hektar) 

Jc:. Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah 
(Analisis Penatagunaan Tanah, Ketersediaan 
Tanah, dan peta-peta lainnya) 

1. Hitam putih 
a. Format A4 
b. Format A3 
c. FormatA2 
d. Format Al 
e. FormatAO 

2. Kertas Berwarna 
a. Format A4 
b. FormatA3 

c. Format A2 
d. Format Al 
e. Format AO 

3. Digital dalam format multimedia 

a. Skala sama dengan atau lebih besar dari 
1 :10.000 

b. Skala lebih kecil dari 1: 10.000 samapai 

dengan 1 :50.000 
c. Skala lebih kecil dari 1 :50.000 sampa1 

dengan 1: 100.000 
d. Skala lebih kecil dari 1: 100.000 

j'.;' Pelayanan lnformasi Data Tekstual/Grafikal 

1. Pengecekan sertipikan 

2. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran 
Tanah (SKPT) 

Perhektar/tema 

Perbidang 

Perhektar 

Perhektar 

Perhektar 

Perl em bar 
Perlembar 
Perlembar 
Perl em bar 
Perl em bar 

Perl em bar 
Perl em bar 

Perl em bar 
Perl em bar 
Perl em bar 

Pertema 

Pertema 

Pertema 

Pertema 

Persertifikat 

Per SKPT 

5000 

50.000 

1.000 

1.000 

1.000 

25.000 
40.000 
55.000 

75.000 
100.000 

75.000 
90.000 
110.000 
135.000 
175.000 

350.000 

300.000 

275.000 

250.000 

50.000 

50.000 
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3. Salinan I kutipan I scan I fotocopy I print out 

digital warkah 

4. Informasi Tekstual/Grafikal untuk Surveyor 

Berlisensi 

5. Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak 
Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti 

Blanko) 

6. Kutipan Gambar denah Satuan Rumah Susun 

7. Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran 

yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan 

lainnya) 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, Tahun 2015 

Per hak atas 
tan ah 

Perbidang 

Perbidang 

Persatuan rumah 

susun 

Perbidang 

100.000 

50.000 

100.000 

100.000 

100.000 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa tarif terendah yaitu Pelayanan 

lnformasi Nilai Tanah Kawasan seperti Zona Nilai Tanah sebesar Rp. 1.000 dan tarif paling 

tinggi yaitu Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran tanah untuk kegiatan Pendaftaran Hak 

Tanggungan, Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan di atas satu trilyun rupiah. 
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4. Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan 

Pelaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik dan dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan tuntutan kebutuhan 

pelayanan masyarakat di bidang pertanahan telah dilakukan penyempumaan 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Operasi Pengaturan dan 

Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu. 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka telah ditetapkan 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagai pedoman cialam 

pelaksanaan layanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan 

akutanbilitas pelayanan publik yang ruang lingkupnya meliputi: 

a. kelompok dan jenis pelayanan; 

b. persyaratan; 

c. biaya; 

d. waktu; 

e. prosedur; dan 

f. pelaporan. 

Untuk Jebih jelas, dapat dilihat dalam tabel Standar Pelayanan dan Pengaturan 

Pertanahan sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor l Tahun 2010 sebagaimana dalam tabel-tabel berikut: 
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Tabel Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan: 

l. Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Konversi, Pengakuan, dan Penegasan Hak) 

DASARHUKUM PER SY ARA TAN BIA YA WAKTU KE TERA 
NGAN 

l. UU No. 5/1960 1. Formulir Permohonan yang sudah Sesuai 98 Formulir 
2. UU No. 21/1997 diisi dan ditandatangani pemohon ketentuan (sembilan memuat: 

jo.UU No. atau kuasanya di atas meterai cukup pp No.13 puluh l .ldentitas 
20/2000 2. Surat kuasa apabila dikuasakan Tahun 2010 de Japan) diri 

3. PP No.48/1994 3. Foto kopy identitas (KTP, KK) tentang hari 2.Luas, 
JO. PP pemohon dan kuasa apabila Jenis dan letak dan 
No.79/1996 dikuasakan Tarif atas penggun 

4. PP No.2411997 4. Bukti pemilikan tanah/alas hak Jenis aan 
5. PP No. 13/2010 milik adatlbekas hak milik adat Penerimaan tan ah 
6. PMNAIKBPN 5. Foto kopy SPPT PBB tahun Negara yang 

No.311997 berjalan dan penyerahan bukti SSB Bukan Pajak dimohon 
7. Peraturan KBPN (BPHTB) yang 3.Pemyata 

No.7/2007 6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai Berlaku an tanah 
dengan ketentuan pada Badan tidaksen 

Pertanahan gketa 
Nasional RI 4.Pemyata 

an tanah 

dikuasai 
secara 
fisik 

Sumber: Peraturan Kepala BPN Ncmor 1 Tahun 2010 

2. Pemberian Hak Milik Perorangan 

DASARHUKUM PERSY ARA TAN BIAYA I WAKTU KETERA 
NGAN 

1. UU No. 5/1960 1. Formulir Permohonan yang sudah Sesuai 38 hari Formulir 

2. UU No. 21/1997 jo LJU diisi dan ditandatangani pemohon ketentuan untuk: 1) memuat: 

No.20/2000 atau kuasanya di atas meterai cukup PP No.13 Tanah l .ldentitas 

3. PP No.48/1994 jo. PP 2. Surat kuasa apabila dikuasakan Tahun pertanian diri 

No.79/1996 3. Foto kopy identitas (KTP, KK) 2010 yang 2.Luas, 

4. PP No.24/1997 pemohon dan kuasa apabila tentang luasnya letak dan 

5. PP No. 13/2010 dikuasakan Jen is dan :S2 ha penggun 

6.PMNA/KBPN 4. Asli Bukti perolehan tanah/alas hak Tarif atas 
2) Tanah 

aan 

No.3/1997 5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak Jen is tan ah 
non 

dan pelunasan tanah dan rumah Penerimaan pertanian 
yang 

7.PMNA/KBPN (Rumah Go! III atau rumah yang Negara dimohon 
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No.3/1999 dibeli dari pemerintah Bukan yang 3.Pemyata 
6. Foto kopy SPPT PBB tahun berjalan Pajak yang 

luasnya::; an tanah 
8. PMNA/KBPN No.91 dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) Berlaku 

2.000 m2 
tidaksen 

1999 dan bukti bayar uang pemasukan pada Badan gketa 
9. Peraturan KBPN No. (pada saat pendaftaran hak) Pertanahan 3) 57 4.Pemyata 

3/2006 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai Nasional hari an tanah 
l 0. Peraturan KBPN No. dengan ketentuan RI Tanah dikuasai 

4/2006 pertanian secara 
11. Peraturan KBPN No. yang fisik 

7/2007 luasnya 5.Pemyata 
12. KMNNKBPN No. 2 2 ha an 

11998 keatas menguas 
13 KMNA/KBPN No. 4) Tanah ai tanah 

6/1998 non tidak 
14. SE KBPN No.600- pertaruan lebih 

1900 tanggal 31 Juli yang dari 5 
2003 luasnya bi dang 

leb1h dari untuk 

2000m2 perm oho 

s/d nan 

5000m2 rum ah 
tinggal 

Sumber: Peraturan Kepala BPN Nomor I Tahun 20 l 0 

3. Pemberian Hak Pakai Pemerintah 

DASARHUKUM PERSYARATAN BIA YA WAKTU KE TERAN 
GAN 

l. UU No. 5/1960 l. Formulir Permohonan yang sudah Sesuai 38 hari Formulir 

2. UU No. 21/1997 jo UU diisi dan ditandatangani pemohon ketentuan untuk: l) memuat: 
No.20/2000 atau kuasanya di atas meterai cukup pp No.13 Tanah 1. Identitas 

3. PP No.48/1994 jo. PP 2. Surat kuasa apabila dikuasakan Tahun pertanian diri 
No.7911996 3. Foto kopy identitas (KTP, KK) 2010 yang 2.Luas, 

4.UU No. 1/2004 pemohon dan kuasa apabila tentang Juasnya letak dan 

5.PP No.48/1994 jo. pp dikuasakan Jenis dan ::; 2 ha pengguna 

No.79/1996 4. Penetapan Lokasi atau Surat ljin Tarif atas 
2) Tanah 

an tanah 
6. PP No. 40/1996 Penunjukan Penggunaan Tanah Jenis yang 

non 
7. PP No.24/1997 5. Asli Bukti perolehan tanah/alas Penerimaan 

pertanian 
dimohon 

8. PP No. 13/2010 hak/surat pemyataan dari pengelolaq Negara 3.Pemyataa 

9.PMNA/KBPN Bukan 
yang 

n tanah as et 
luasnya :S 

No.3/1997 6. Foto kopy SPPT PBB tahun berjalan Pajak yang 
2.000 m2 

tidakseng 
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10.PMNA/KBPN dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) Berlaku (kecuali keta 
No.3/1999 dan bukti bayar uang pemasukan pada Badan mengena1 4.Pemyataa 

11. PMNAIKBPN No.9/ (pada saat pendaftaran hak) Pertanahan tan ah n tanah 
1999 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai Nasional bekas dikuasai 

12. Peraturan KBPN No. dengan ketentuan Rl HGU) secara 
3/2006 * 57 

fisik 
13. Peraturan KBPN No. 

hari: Catatan: 
4/2006 l .Instansi 

11. Peraturan KBPN No. -Tanah Pemerintah 
7/2007 pertanian meliputi 

12. KMNA/KBPN No. 2 yang Pemprov/ 
/1998 luasnya Pemkab/ko 

< 2 ha ta/Pemdes 

-Tanah 
15 KMNA/KBPN No. non 2. Jangka 

611998 pertanian waktu tidak 
16. SE KBPN No.500- yang termasuk 

1255 1992 luasnya waktu yang 

lebih dari diperlikan 

2000m2 untuk 

s/d pengiriman 

150.000 berkas/dok 

m2 umen dari 
Kantah ke 
Kanwil dan 

* 97 hari BPNRl 

Tanah maupun 

non sebaliknya 

pertanian 
yang 
luasnya 

lebih dari 
150.000 
m2 

Sumber: Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 20 I 0 
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4. Hak Guna Bangunan Perorangan 

DASARHUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KE TERA 

NGAN 

l. UU No. 5/1960 l. Formulir Permohonan yang sudah Sesuai * 38 hari Fonnulir 
2. UU No. 21/1997 jo UU diisi dan ditandatangani pemohon ketentuan untuk memuat: 

No.20/2000 atau kuasanya di atas meterai cukup PP No.13 luasan :::: l. Identitas 
3. PP No.48/1994 jo. PP 2. Surat kuasa apabila dikuasakan Tahun 2000 m2 diri 

No.7911996 3. Foto kopy identitas (KTP, KK) 2010 * 57 2.Luas, 
4.PP No.4011996 pemohon dan kuasa apabila tentang hari letak dan 
5.PP No.2411997 dikuasakan Jenis dan untuk penggun 
6. PP No. 13/2010 4. Asli Bukti perolehan tanah/alas hak Tarif atas luasan aan 
7.KEPRES 32/1979 5. Surat pemyataan pemohon mengenai Jenis lbh dari tanah 
8.PMNA/KBPN jumlah bidang tanah dan status tanah- Penerimaan 2000 m2 yang I No.3/1997 tanah yang dimiliki Negara s/d di mo hon 

Bukan 150.000 3.Pemyata 
Pajak yang m2 an tanah 

9.PMNA/KBPN 6. Foto kopy SPPT PBB tahun berjalan Berlaku * 97 hari tidaksen 
No.3/1999 dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) pada Badan untuk gketa 

10. PMNA/KBPN No.9/ dan bukti bayar uang pemasukan Pertanahan luasan 4.Pemyata 
1999 (pada saat pendaftaran hak) Nasional lbh dari an tanah 

11 .. Peraturan KBPN No. 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai RI 150.000 dikuasai 
3/2006 dengan ketentuan m2 secara 

12. Peraturan KBPN No. fisik 
4/2006 

13. Peraturan KBPN No. 
7/2007 

Sumber: Peraturan Kepala BPN Nomor I Tahun 2010 

5. Hak Guna Bangunan Badan Hukum 

DASARHUKUM PER SY ARA TAN BIA YA WAXTU KETSR,\ 

:NGt.N 

l. UU No. 511960 l. Formulir Permohonan yang sudah Sesuai * 38 hari Fonnulir 

2. UU No.11/1992 diisi dan ditandatangani pemohon ketentuan untuk memuat: 

3. UU No. 21/1997 jo UU atau kuasanya di atas meterai cukup PP No.13 luasan :::: 1 .Identitas 

No.20/2000 2. Surat kuasa apabila dikuasakan Tahun 2000 m2 diri 

4. UU No.28/2004 3. Foto kopy identitas (KTP, KK) 2010 * 57 2.Luas, 

5. UU No.25/2007 pemohon dan kuasa apabila tentang hari letak dan 

6. UU No.40/2007 dikuasakan Jen is dan untuk penggun 
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7. PP No.48/1994 jo. PP 4. Foto kopy tanda daftar perusahaan, Tarif atas luasan aan 
No.79/1996 Akta Pendirian dan Pengesahan Jen is lbh dari tanah 

8. PP No.40/1996 Badan Hukum yang telah dicocokan Penerimaan 2000 m2 yang 
9. PP No.24/1997 dengan aslinya oleh petugas loket Negara s/d dimohon 
10. PP No. 13/2010 5. Ijin Lokasi atau Surat ljin Bukan 150.000 3.Pemyata 
11. KEPRES 32/1979 Penunjukan Penggunaan Tanah Pajak yang m2 an tanah 
12.PMNAJKBPN 6. Proposal/Rencana Pengusahaan anah Berlaku * 97 hari tidaksen 

No.3/1997 7. Foto kopy SPPT PBB tahun berjalan pada Badan untuk gketa 
13.PMNAJKBPN dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) Pertanahan luasan 4.Pemyata 

No.2/1999 dan bukti bayar uang pemasukan Nasional lbh dari an tanah 
14. PMNA/KBPN No.3/ (pada saat pendaftaran hak) RI 150.000 dikuasai 

1999 8. Melampirkan bukti SSP!PPh sesuai m2 secara 
15. PMNAJKBPN No. 9/ dengan ketentuan fisik 

1999 

16. Peraturan KBPN No. 

312006 
17. Peraturan KBPN No. 

4/2006 

18. Peraturan KBPN No. 

I 7/2007 

Sumber: Peraturan Kepala BPN Nomor l Tahun 2010 

6. Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rurnah Susun 

DASAR HUK.UM PER SY ARA TAN BIA YA WAKTU KETERA 

NGAN 

1. UU No. 511960 1. Formulir Permohonan yang sudah Sesuai * 30 hari Fonnu\ir 
2. lJU No.16/1985 diisi dan ditandatangani pemohon ketentuan untuk memuat: 

3. PPNo.4/1988 atau kuasanya ai atas meterai cukup PP No.13 jumlah I 1.Identitas 

4. PP No.24/1997 2. Surat kuasa apabila dikuasakan Tahun tidak diri 
5. PP No. 13/2010 3. Foto kopy identitas (KTP, KK) 2010 lebih dari 2.Luas 

6.PMNAIKBPN pemohon dan kuasa apabila tentang 200 unit dan letak 
I 

No.3/1997 dikuasakan Jenis dan banguna 

7. SE KBPN - 600-1900 4. Sertipikat hak atas tanah yang Tarif atas * 60 n yang 

tanggal 31 Juli 2003 merupakan tanar. bersama (asli) Jen is hari dimohon 

5. Proposal Pembangunan Rumah Penerimaan untuk 3.Pemyata 

Susun Negara jumlah an tanah 

6. Ijin layak huni Bukan lbh dari tidaksen 

7. Advis Planing Pajak yang 200 unit gketa 

8. Akta pemisahan yang dibuat oleh Berlaku s/d 500 

penyelenggara pembangunan rumah pada Badan unit 

susun, dengan lampiran dan uraian Pertanahan 
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pertelaan dalam arah vertikal maupun Nasional * 90 hari 

horizontal serta nilai perbandingan Rf untuk lbh 

proposionalnya yang disahkan oleh dari 500 

pejabat yang berwenang (Gubemur unit 

untuk DKI Jakarta atau 

Bupati/Walikota) 

Sumber: Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 

7. Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun (Jual-Beli) 

DASARHUKUM PERSY ARA TAN BIA YA WAKTU KE TERA 

NGAN 

1. UU No. 5/1960 I. Fonnulir Permohonan yang sudah Sesuai 5 (lima) Fonnulir 

2. UU No.15/1985 diisi da11 ditandatangani pemohon ketentuan hari memuat: 

3. UU No. 2111997 jo UU atau kuasanya di atas meterai cukup pp No.13 l .Iclentitas 

No.20/2000 2. Surat kuasa apabila dikuasakan Tahun diri 

4. PP No.48/1994 jo. PP 3. Foto kopy identitas (KTP, KK) 2010 2.Luas, 

No.79/1996 pemohon dan kuasa apabila ten tang letak dan 

5. P? No.24/1997 dikuasakan Jenis dan penggun 

6. PP No.37 /1998 4. Foto kopy Akta Pendirian dan Tarif atas aan 

7. PP No. 13/2010 Pengesahan Badan Hukum yang telah Jen is tan ah 

8. PMNA I KBPN No.3 dicocokan dengan aslinya oleh Penerimaan yang 

/1997 petugas Joket Negara dimohon 

9. Peraturan KBPN RI 5. Sertipikat Asli Bukan 3.Pemyata 

No.1/2006 6. Akta Jual Beli dari PPAT Pajak yang an tanah 

10. SE KBPN No. 600- 7. Foto kopy KTP dan para Pihak Berlaku tidaksen 

1 900 tanggal 3 l Juli penjual-p(,mbeli dan/atau kuasanya pada Badan gketa 

2003 8.Ijin pemindahan hak apabila di dalam Pertanahan 4.Pemyata 

I 1. SE KBPN RI No. sertipikat/keputusannya dicantumkan Nasional an 

71219-340.3D.II tanda yang menyatakan bahwa hak RI tanah/ba 

tanggal 28 April 2009 tersebut hanya boleh ngunan 

dipindahtangankan jika telah dikuasai 

diperoleh i_iin dari instansi yang secara 

berwenang fisik 

9.Foto kopy SPPT PBB tahun berjalan 

dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) 

dan bukti bayar uang pemasukan 

(pada saat pendaftaran hak) 

Sumber: Peraturan Kepala BPN Nomor 1Tahun2010 
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8. Peralihan Hak Atas Tanah (Pewarisan/Wasiat) 

DASARHUKUM 

1. UU No. 5/1960 

2. UU No. 21 I 1997 jo. 
UU No.20/2000 

3. PP No.24/1997 
4. PPNo.37/1998 

5.PPNo.13/2010 

6. PMNA I KBPN No.3 
11997 

7. Peraturan KBPN RI 
No.1/2006 

8. SE KBPN No. 600-
1900 tanggal 31 Juli 
2003 

PERSY ARA TAN 

1. Fonnulir Pennohonan yang sudah 

diisi dan ditandatangani pemohon 

atau kuasanya di atas meterai cukup 
2. Surat kuasa apabila dikuasakan 
3. Foto kopy identitas (KTP, KK) 

pemohon dan kuasa apabila 
dikuasakan 

4. Sertipikat Asli 
5. Surat Keterangan W aris sesuai 

peraturan perundang-undangan 
6. Akte Wasiat Notarial 
7. Foto kopy SPPT PBB tahun berjalan 
8.Penyerahan bukti SSB (BPHTB), 

bukti SSB/PPH untuk perolehan tanah 

lebih dari 60 Juta rupiah, bukti bayar 
uang pemasukan (pada saat 
pendaftaran hak) 

Sumber: Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 

9. Peralihan Hak-Hibah 

DASARHUKUM PER SY ARA TAN 

1. UU No. 5/1960 1. Fonnulir Pennohonan yang sudah 

2. UU No. 21 I 1997 jo. diisi dan ditandatangani pemohon 

UU No.20/2000 atau kuasanya di atas meterai cukup 

3. PP No.48/1994 jo. PP 2. Surat kuasa apabila dikuasakan 
No.79/1996 3. Foto kopy identitas (KTP, KK) 

4. PP No.24/1997 pemohon dan kuasa apabila 

5. PP No.37/1998 dikuasakan 
6. PP No. 13/2010 4. Sertipikat Asli 
7. PMNA I KBPN No.3 5. Akta Hibah dari PPAT 

11997 6. Ijin pemindahan hak apabila di dalam 

8. Peraturan KBPN RI sertipikat/keputusannya dicantumkan 

No.1/2006 tanda yang menyatakan bahwa hak 

BIA YA W AKTU KETERA 

NGAN 

Sesuai 5 (lima) Fonnulir 

memuat: ketentuan hari 
PP No.13 

Tahun 
2010 

ten tang 
Jenis dan 

Tarif atas 
Jenis 
Penerimaan 
Negara 
Bukan 
Pajak yang 
Berlaku 

pada Badan 

Pertanahan 
Nasional 
RI 

BIA YA 

Sesuai 

ketentuan 
PP No.13 
Tahun 

2010 
tentang 

Jenis dan 
Tarif atas 
Jenis 
Penerimaan 
Negara 

Bukan 

WAKTU 

5 (lima) 

hari 

1. Identitas 
diri 

2.Luas, 

letak dan 

penggun 
aan 
tanah 
yang 
dimohon 

3.Pemyata 
an tanah 
tidaksen 

gketa 
4.Pemyata 

an tanah 
dikuasai 
secara 
fisik 

KETERA 
NGAN 

Fonnulir 

memuat: 
l .Identitas 

diri 
2.Luas, 

letak dan 

penggun 
aan 
tan ah 
yang 
dimohon 

3.Pemyata 
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tersebut hanya boleh Pajak yang an tanah 
dipindahtangankan jika telah Berlaku tidak 

9. SE KBPN No. 600- diperoleh ijin dari instansi yang pada Badan sengketa 
1900 tanggal 31 Juli berwenang Pertanahan 4.Pemyata 
2003 7.Foto kopy SPPT PBB tahun berjalan Nasional an tanah 

8.Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan RI dikuasai 
bukti SSB/PPH untuk perolehan tanah secara 
lebih dari 60 Juta rupiah fisik 

Sumber: Peraturan Kepala BPN Nomor 1Tahun2010 

10. Pemecahan/Penggabungan/pemisahan Hak 

DASARHUKUM PERSY ARA TAN BIA YA WAKTU KETERA 
NGAN 

1. UUNo. 511960 1. Formulir Permohonan yang sudah Sesuai 15 ~lima Formulir 
2. PP No.48/1994 jo. PP diisi dan ditandatangani pemohon ketentuan belas) memuat: 

No.79/1996 atau kuasanya di atas meterai cukup pp No.13 hari 1.ldentitas 
3. PP No.2411997 2. Surat kuasa apabila dikuasakan Tahun diri 
4. PP No. 13/2010 3. Foto kopy identitas (KTP, KK) 2010 2.Luas, 
5. PMNA I KBPN No.3 pemohon dan kuasa apabila tentang letak dan 

/1997 dikuasakan Jenis dan penggun 
4. Sertipikat Asli Tarif atas aan 

6. SE KBPN No. 600- 5. ljin Perubahan Penggunaan Tanah Jenis tanah 

1900 tanggal 3 I Juli apabila terjadi perubahan penggunaan Penerimaan yang 
2003 tanah Negara dimohon 

6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai Bukan 3.Pemyata 

dengan ketrentuan Pajak yang an tanah 
7. T apak kavling dari Kantor Berlaku tidak 

Pertanahan pada Badan sengketa 

Pertanahan 4.Pemyata 

Nasional an tanah 

RI dikuasai 

secara 
fisik 

5.Alasan 
pemecah 
an 

* Jangka 
waktu 15 
hari 
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untuk 
pemecah 

an/pemis 

ahan s/d 

5 bidang 

* 
Pemecah 

an/pemis 
ahan 
tanah 

perm a~ 
an<5 
bdgdises 
uaikan 

Sumber: Peraturan Kepala BPN Nomor l Tahun 2010 

11. Pengukuran Bidang Tanah untuk Keperluan Pengembalian Batas 

DASARHUKUM PERSY ARA TAN BIA YA WAKTU KE TERA 
NGAN 

1. UlJ No. 5/1960 1. Formulir Permohonan yang sudah Sesuai * 12 (dua Formulir 
2. PP No.24/1997 diisi dan ditandatangani pemohon ketentuan belas) memuat: 
3. PP No. 13/2010 atau kuasanya di atas meterai cukup PP No.13 hari l .ldentitas 
4. PMNA I KBPN No.3 2. Surat kuasa apabila dikuasakan Tahun untuk diri 

/1997 3. Foto kopy identitas (KTP, KK) 2010 luasan 2 Luas, 

pemohon dan kuasa apabila tentang tidak letak dan 

dikuasakan Jenis dan lebih dari penggun 
4. Foto kopy Akta Pendirian dan Tarif atas 40 hektar aan 

Pengesahan Badan Hukum Jenis * 30 (tiga 
tanah 

5.Foto kopy Sertipikat hak atas tanah Penerimaan 
puluh) 

yang 

yang telah dicocokan dengan aslinya Negara 
hari 

dimohon 

oleh petugas loket Bukan 
untuk 

3.Pemyata 

P~iak yang luru.an 
an telah 

Berlaku 
lebih dari 

memasa 

pada Badan 
40 hektar 

ng tanda 

Pertanahan batas 

Nasional 
RI 

Sumber: Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 
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Tabet l(satu) sampai dengan tabel 11 (sebelas) menjelaskan Standar Pelayanan 

dan Pengaturan Pertanahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Iayanan pertanahan di 

lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan tujuan untuk 

mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akutanbilitas pelayanan publik yang 

ruang lingkupnya meliputi kelompok dan jenis pelayanan, persyaratan, biaya, waktu 

dan prosedur. 
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5. Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada 

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang disusun 

berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang mempresentasikan tekad dan janji 

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu 

dan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. 

Penulis menyajikan data jumlah produk sertifikat tanah berbagai jenis hak yang 

yang dihasilkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada empat tahun terakhir seperti 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5 

Jumlah Penerbitan Sertifikat dari tahun 2012-2015 

No Tahun Jenis Hak Jumlah Keterangan 

HM HP HGB HGU HPL 

l 2012 2.684 28 2 l - 2.715 

2 2013 2.067 23 - - - 2.090 

3 2014 3.350 25 - - - 3.375 

4 2015 4.983 27 - - - 5.010 

Ju'.Tllah : 13.084 103 2 I 13.190 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, Tahun 2015 

Keterangan: 

l. HM : Hak Milik 

2. HP : Hak Pakai 

3. HGB : Hak Guna Bangunan 

4. HGU : Hak Guna Usaha 

5. HPL : Hak Pengelolaan 
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B. Hasil Penelitian 

1. Sumber Daya Aparatur 

Kelancaran dan percepatan pelayanan kepada rnasyarakat di bidang 

pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada sangat tergantung kepada 

tersedianya Sumber Daya Aparatur mernadai, rnernpunyai integritas, kernampuan 

dan keterarnpilan untuk rnenyelesaikan pekerjaan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk mengetahui kompetensi Sumber Daya Aparatur Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ngada dapat dilihat pada Profil Pegawai pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ngada sehingga diketahui bagaimana kualitas dan kuantitas aparatur 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan pertanahan, 

berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai kondisi Surnber Daya 

Aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada yang berjumlah sebanyak 27 (dua 

puluh tujuh) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat 17 (tujuh belas) orang, 

serta 10 (sepuluh) orang merupakan pegawai tidak tetap yakni 3 (tiga) orang 

sebagai Pramubhakti, 2 ( dua) orang sebagai Satpam, I (satu) orang sebagai sopir, 

2 (dua) orang sebagai cleaning service dan disarnping itu di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ngada terdapat 2 (dua) orang tenaga Surveyor dari Diploma satu 

pengukuran. Garnbaran lebih jeias dapat dilihat pada table berikut: 
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Tabel 4.6 

Sumber Daya Aparatur berdasarkan Status 

No Status Kepegawaian Jumlah Keterangan 

1 Pegawai Negeri Sipil 17 orang 

2 Pegawai Tidak Tetap (Pramubhakti) 3 orang 

3 D l Pengukuran 2 orang 

4 Satpam I 2 orang 

5 Sopir I orang 

6 Cleaning service 2 orang 

Jumlah 27 orang 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, Tahun 2015 

Dari jumlah Pegawai yang ada, dapat kami jelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil 

Pusat sebanyak 17 (tujuh belas) orang ditambah Pegawai Tidak Tetap atau 

Pramubakti sebanyak tiga (tiga) orang dan tenaga Diploma satu sebanyak 2 

( dua) orang belum memadai untuk memberikan pebyanan yang cepat kepada 

masyarakat. 

Apabila ditinjau dari segi jabatan eselonering, maka kondisi Sumber Daya 

Aparatur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada akan terlihat sebagaimana 

dalam tabel ini: 
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Tabel 4.7 

Sumber Daya Aparatur berdasarkan Eselonering 

No Jabatan Jumlah Terisi Lowong Keterangan 

Struktural 

1 Eselon Ill I 1 -

2 Eselon IV 6 6 -

3 Eselon V 14 5 9 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, Tahun 2015 

Jabatan Struktural yang lowong yaitu : 

l. Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian 

2. Kepala Sub Seksi Pengukuran Jan Pemetaan 

3. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah 

4. Kepala Sub Seksi Peralihan Pembebanan Hak dan PPAT 

5. Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsulidasi Tanah 

6. Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu 

7. Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan 

8. Kepala Sub seksi Pemberdayaan Masyarakat 

9. Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan 

Kekosongan Jabatan Struktural pada eselon lima sangat berdampak pada 

percepatan pelayanan kei)ada mc:syarabt karena harus rangkap pekerjaan oleh 

aparatur yang ada, yang jumlahnya sangat kurang. 
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Tabel 4.8 

Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan Formal 

No Pendidikan Jumlah Keterangan 

l Strata 2 -

2 Strata l 5 orang 

3 Diploma4 -

3 Diploma l 2 orang 

4 Sekolah Menengah Atas 8 orang 

5 Sekolah Menengah 2 orang 
Pertama 

Jumlah 17 orang 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, Tahun 2015 

Data pada tabel ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan formal 

sesungguhnya belum memadai, oleh kama tidak ada seorangpun yang 

berpendidikan pasca sarjana, sedangkan sarjana strata satu sebanyak 5 (lima) 

orang, Diploma satu sebanyak 2 (dua) orang dan yang berpendidikan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat sejumlah 8 (delapan) orang serta 2 (dua) 

orang lagi berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Keadaan seperti 

ini sangat tidak ideal untuk menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab 

yang berat. 

Oleh karena itu idealnya aparatur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada 

harus didominasi oleh SOM yang menduduki jabatan Eselon berpendidikan 

minimal Sarjana bahkan pasca sarjana yang mempunyai kemampuan 
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intelektual lebih baik. Hal ini dimaksudkan agar penanganan masalah dapat 

terselesaikan tepat aturan, tepat waktu, tepat sasaran dan memenuhi standar. 

Tabel 4.9 

Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pangkat/golongan 

No Pangkat/ Golongan Jumlah Keteranga I 
(orang) n 

l Juru/ Golongan l (satu) -

2 I Pengatur /Golongan II (dua) 5 orang 

3 Penata /Golongan III (tiga) 11 orang 

4 Pembina /Golongan IV (empat) l orang 

Jumlah 17 orang 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, Tahun 2015 

Data dari tabel tersebut di atas menunjukan bahwa secara kepangkatan Sumber 

Daya Aparatur Aparatur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dirasakan 

cukup memadai, karena 17 (tujuh belas) orang dengan rincian golongan tiga 11 

(sebelas) orang dan golongan dua hanya 5 (lima) orang namun demikian secara 

kualitas masih rendah karena kebanyakan dari SOM yang ada telah berusia di 

atas 45 tahun, dan pada awalnya diangkat dengan golongan I dan II oleh karena 

itu secara kualitas masih perlu ditingkatkan. 
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Jika dicermati tabel-tabel tersebut di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah 

sumber daya aparatur relatif tidak proporsional apabila dibanding dengan beban 

dan volume pekerjaan, yang ada sehingga untuk meningkatkan kompetensi 

aparatur guna peningkatan pelayanan kurang optimal baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas. 

Sebagai organisasi publik yang berfungsi sebagai public service Kantor 

Pertanahan Kabupaten Ngada mengarahkan segala sumber daya yang dimiliki 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai kepuasan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa Pejabat strukural 

dan petugas di loket layanan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dan Kepala 

Sub Bagian Tata Usaha GL W dalam kaitan dengan sember daya manusia 

mengomentari seperti ini: 

"Pegawai negeri sipil di kantor ini hanya tujuh belas orang saja, dan saya 
di bagian tata usaha hanya tiga on.ng, ya ... saya, kaur perencanaan dan keuangan 
serta staf pelaksana satu orang tanpa kepala urusan umum. Pekerjaan tata usaha 
sekian banyak sehingga kami kerja rangkap, maunya sih cepat selesai pekerjaan 
tapi kama kurang tenaga sedikit lambat kita selesaikan pekerjaannya" 
( wawancara tanggal 3 l Maret 2016). 

Hal senada dikatakan pula oleh SE Kepada Kepala Seksi Survei Pengukaran 

dan Pemetaan yang memberikan komentar : 

"Kondisi jumlah pegawai sabagai tenaga ukur di Seksi ini hanya dua orang 
ditambah tenaga honor diploma satu sejumlah dua orang tanpa Kepala Subseksi 
Pengukuran dan Pemetaan sedangkan Kepala Subseksi Tematik rangkap jabatan 
sebagai Bendahara Pengeluaran. Ini sangat tidak seimbang dengan beban tugas 
baik pekerjaan rutin maupun pekerjaan masal seperti prona, redistribusi tanah dan 
kegiatan lintas sektor lainnya. Ya mau tak mau saya sebagai Kepala Seksi hams 
turun juga ke lapangan untuk ukur". 
(wawancara tanggal 31 Maret 2016). 
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Demikian juga yang dikatakan oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan 

Pendaftaran Tanah, SS: 

"Persoalan yang sama juga dengan seksi di sebelah, ya mau bagaimana lagi 
kami di seksi ini hanya empat orang berkas permohonan proses hak tanah 
masyarakat menumpuk kita mau urus yang mana dan kasih tinggal yang mana 
terpaksa kita olah data sampai malam-malam, belum lagi harus cari arsip yang 
lalu terkait pengecekan dan balik nama. Disini ada empat Subseksi tapi hanya dua 
saja yang terisi tidak ada staf pelaksana jadi terpaksa kami kerja rangkap untung 
saja ada tenaga PTT dua orang yang bisa bantu entri data-data" 
(wawancara tanggal 31 Maret 2016). 

Bapak OS sebagai Kepala Subseksi Penetapan Hak di Seksi Hak Tanah dan 

Pendaftaran Tanah ketika diwanacara memberikan komentar: 

"lni sudah karena tidak ada kasubsi Penetapan Tanah Pemerintah ya urusan 
tanah pemerintahpun saya hendel juga kalo tidak siapa \agi yang mau urus yah 
pintar-pintar atur waktu karena kalo hanya harap jam kantor, tidak cukup. Untung 
saja ada tenaga honor Pramubhati yang urus entri data-data di aplikasi komputer" 
(wawancara tanggal 31 Maret 2016). 

Begitu pula dengan Kepala Subseksi Pendaftaran Hak, lbu MW yang akan 

memasuki masa pensiun terhitung tanggal 01 April 2016 memberikan komentar 

yang sama ketika peneliti mt-wawancarainya: 

"Urusan pendaftaran hak sampai terbit sertipikat yang rutin maupun prona 
saya muku kerja sampai habis, ini juga rangkap kerja urusan pengecekan 
sertipikat, balik nama, hak tanggungan dari BRI maupun roya. Berat memang tapi 
mau bilang apa saya ju su mau pensiun besok tangga satu April ini jadi hari saya 
tuntaskan semua stok pekerjaan hari" 
(wawancara tanggal 31 Maret 2016). 

Kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, GLW peneliti mendapatkan 

komentar sehubungan dengan keaamanan kerja di kantor dan lingkungan 

sekitarnya: 

"Kalau masalah keamanan kerja di kantor ini aman-aman saja karena 
berkaitan dengan ketertiban dan gangguan keamanan lingkungan tidak ada 
apalagi ada dua orang saptam yang berjaga bergantian setiap hari siang dan 
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malam, sedangkan ganguan saat kerja itu memang ada yaitu kerja online m1 

terganggu internet yang macet dan gangguan listrik yang sering padam" 
(wawancara tanggal 01 April 2016). 

Berkaitan dengan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas kantor 

seperti inilah yang dikatakan oleh KK sebagai Kepala Seksi Pengendalaian dan 

Pemberdayaan: 

"Wah hambatanya macam-macamlah, ha! pertama pegawai sudah kurang 
dan sembilan jabatan subseksi tidak terisi sehingga rangkap-rangkap pekerjaan. 
Saya sebagai kepala seksi tapi tidak ada sama sekali staf subseksi maupun 
pelaksana sehingga mulai dari konsep surat, ketik surat-surat bahkan tugas ke 
lapangan juga harus saya kerja sendiri, mau tidak mau hams kerja lembur sampai 
tuntas, belum lagi ini umur sudah tua dan tahun depan nah pensiun" 
(wawancara tanggal 01 April 2016). 

Persoalan yang sama disampaikan oleh BT A, Kepala Seksi Pengaturan dan 

Penataan Pertanahan: 

"Pelayanan sertipikasi tanah pertanian kepada masyarakat melalui 
redistribusi tanah atau reforma agraria setiap tahunnya diberikan target sampai 
seribu bidang. Wah ... saya kewalahan karena di Seksi ini hanya saya seorang diri 
tanpa kepala sub seksi dan staf pelaksana sehingga minta bantuan tenaga dari 
seksi sengketa dan konflik untuk bantu hendel pekerjaan ini. Tugas lapangan, olah 
data, konsep surat, ket:k surat-surat juga hams saya ke;:-ja sendiri. Karna rumah 
jauh yah bawa pulang pekerjaan untuk kerja di rumah" 
(wawancara tanggal 01 April 2016). 

Berkaitan dengan prosedur pelayanan dan biaya yang dibebankan kepada 

masyarakat dalam mengurus hak atas tanahnya Kepala Urusan Perencanaan dan 

Keuangan, JHN yang ditugaskan untuk ikut mengendalikan kegiatan di loket 

pelayanan memberikan komentar sebagai berikut: 

"Standar Pelayanan sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional nomor l tahun 20 I 0. Di situ sudah ditetapkan syarat-syatat 
yang harus dipenuhi oleh pemohon, jenis kegiatan apa yang dimohon dan jangka 
waktu pelayanan. Sedangkan kalo biaya yang dibebankan kepada pemohon untuk 
ukur dan pemeriksaan tanah sesuai dengan luas tanah yang dimohon dan sudah 
ditetapkan dengan rumus perhitungannya. Sernua sudah diatur dalam peraturan 
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pemerintah nomor 13 tahun 2010 yang sudah diperbaharui dengan peraturan 
pemerintah nomor 128 tahun 2015" 
(wawancara tanggal 04 April 2016). 

Mcnyikapi hambatan-hambatan dalam memberikan pelayanan khususnya 

untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat, beginilah penjelasan yang 

disampaikan oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan, SE: 

"Kita sih maunya cepat tapi kendala yang kita hadapi kaitan dengan 
kurangnya tenaga untuk ukur olah data hasil ukur sehingga berkas permohonan 
ukur kita selesaikan sesuai dengan urutan nomor berkasnya yang disesuaikan 
dengan jumlah tenaga ukur yang ada dan khusus untuk pemecahan hak kadang 
kami lakukan pada hari Sabtu" 
(wawancara tanggal 04 April 2016). 

Hal yang sama dikatakan juga oleh SS sebagai Kepala Seksi Hak Tanah 

dan Pendaftaran Tanah: 

"Kami di seksi ini maunya cepat juga menyelesaikan pekerjaan sesuai 
waktu yang ditetapkan, tapi kendala yang kami hadapi yah ... kurangnya tenaga 
untuk olah data sehingga berkas permohonan hak kita selesaikan sesuai urutan 
berkasnya dan khusus untuk pelayanan pemeliharaan data kami lakukan secepat 
mungkin sesuai inovasi pelayanan yang diharapkan masyarakat" 
(wawancara tanggal 04 April 2016). 

Peneliti menemui seorang ibu yang sudah berusia enam puluh lima tahun 

atas nama ibu MD yang bertempat tinggal di Desa Rakalaba Kecamatan Golewa 

Barat untuk diwawancarai mengenai pelayanan pertanahan dan memberikan 

komentar sebagai berikut: 

"Saya urus sertipikat tanah di rumah ini sudah dari tahun 2008. Petugas 
dan Kantor Pertanahan sudah datang ukur dan surat-surat saya sudah tanda 
tangan, Kepala desa juga sudah tanda tangan semua surat-surat tapi sampai tahun 
2013 baru saya terima itu sertpikat. Sa ya butuh cepat kama tinggal sendiri 
sedangkan anak-anak semua ada yang tinggal di Ende dan yang lain di Kupang 
sehingga urus sendiri" 
(wawancara tanggal 07 April 2016). 

121 

42508.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Lain halnya dengan yang dikementari oleh bapak SB seorang pensmnan 

pegawai negeri sipil sebagai guru ketika Peneliti mewawancarai di rumah 

tinggalnya di Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa seperti berikut: 

"Saya urus sertipikat tanah di rumah ini mungkin empat bulan kama ada 
surat-suratnya belum lengkap dan ada juga surat yang hilang tapi setelah saya 
lengkapi, kantor pertanahan selasaikan sertipikatnya dan mereka dari kantor yang 
datang antar sendiri di rumah" 
(wawancara tanggal 08 April 2016). 

Sehubungan dengan percepatan pelayanan seperti one day service yang 

menjadi inovasi pelayanan scperti pengecekan sertipakat, pendaftaran hak Bapak 

Muhamad Natsir dari Kecamatan Riung memberikan komentar: 

"Pengecekan sertipikat di kantor pertanahan itu memang cepat bisa tunggu 
ambil memang, hanya saja pegawai cari dia punya arsip yang namanya buku 
tanah itu yang lama karna saya lihat sendiri waktu pegawai bongkar tumpukan 
arsip yang terlalu banyak dan makan waktu sehingga saya pulang dulu besoknya 
baru datang ambil hasil pengecekannya'' 
(wawancara tanggal 11 April 2016). 

Demikianlah komentar mengenai kondisi pegawai di Kantor Pertanahan 

Kabupaten iJgada baik dari jumlah maupun kaalitasnya dalam melaksanakan dan 

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pelayanan publik kepada masyarakat. 

Sedangkan berdasarkan hasil observasi di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Ngada yaitu di loket pelayan informasi dan penerimaan berkas permohonan hak 

peneliti mendapati proses pemberian informasi dan penerimaan berkas 

permohonanan hak oleh petugas loket kepada masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan informasi berjalan sebagaimana yang ditetapkan sesuai standar 

pelayanan yang ada. 

Dalam kaitan dengan pelaksanaan operasional pelayanan kepada 

masyarakat di lokasi tanah yang dimohonkan haknya peneliti mengamati proses 
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pelaksanaan pengumpulan data fisik yaitu pengukuran tanah masyarakat dan 

pengumpulan data yuridis yaitu pengambilan keterangan dari pemohon mengenai 

bukti hak atau alas hak atas tanah yang dimohon, peneliti melengkapi dengan 

dokumentasi sebagaimana dalam lampiran tesis ini. 

2. Sarana dan Prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, 

sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan 

kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan 

prasarana, mustahil tujuan akan dapat dicapai. Demikian halnya kantor, tempat 

berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan atau administrasi 

yang sangat memerlukan sarana dan prasarana kantor. 

Agar semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor baik 

yang bersifat administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan 

baik dan efisien, maka pelaksanaan atau pengelolaan sarana dan prasarana kantor 

harus dilakukan dengan baik. 

Penelitian sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada yang turut berperan dalam memberikan 

percepatan pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada kepada masyarakat 

berdasarkan pengamatan dan data yang diperoieh dari Bagian Tata Usaha Kantor 

Pertanahan Kabupaten Ngada peneliti memperoleh data-data sehubungan dengan 

sarana dan prasarana seperti tabel-tabel berikut ini: 
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a. Peralatan Kantor 

Tabel 4.10 

Peralatan Kantor 

No 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

I 11 

1 12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Nama Barang 

Mesin Ketik 

Komputer 

Printer 

Mesin Faxcimili 

Lemari besi 

Lemari peta kayu 

Lemari peta besi 

Lemari Kayu 

Lemari Kaea 

Lemari Bufet 

Kursi Sofa 

Rak Besi 

Rak Kayu 

Meja biro 

Kursi kerja 

Kursi tamu 

Server 

Meja Komputer 

Jumlah 

Unit/set 

2 

25 

20 

2 

2 

2 

2 

5 

7 

3 

3 

20 

28 

4 

2 

Keterangan 

l rusak 

Baik 

Baik 

Rusak Berat 

Baik 

Baik 

Baik 

Rusak Ringan 

Baik 

Baik 

Ba:k 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Sumber: Data Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada 

Peralatan kantor khususnya lemari untuk penyimpanan arsip-arsip seperti 

Buku Tanah, Surat Ukur, Gambar Ukur, Warkah perrnohonan hak dan Peta-peta 
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belum memadai sehingga peny1mpanan dan penataan arsip belum tertib 

sebagaimana yang diharapkan. 

Kekurangan peralatan kantor ini dikomentari oleh Kepala Seksi Hak Tanah 

dan Pendaftaran Tanah, SS seperti berikut: 

"Peralatan Kantor berupa seperti lemari arsip dan ruang arsip masih sangat 
kurang sehingga arsip-arsip seperti warkah permohonan hak dan surat-surat 
lainnya belum bisa tersimpan dengan baik sehingga ketika dicari kembali untuk 
proses pemeliharaan data seperti balik nama membutuhkan waktu yang agak 
lama dan tentunya berdampak pula untuk menjawab pelayanan cepat seperti one 
day cervice, lantum dan layanan lainnya" 
(wawancara tanggal 0 I April 2016). 

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran 

Hak, ibu MW 

"Arsip ditumpuk-tumpuk karna kurangnya lemari arsip sehingga 
permohona balik nama kita mesti cari arsipnya berupa buku tanah cari sampai 
terkadang kita terserang flu karena debu. Kalau cepat dapat arsipnya yah ... 
hitung menit sa sudah selesai" 
(wawancara tanggal 01 April 2016). 

Sedangkan mengenai peralatan berupa komputer dikatakan oleh Kaur 

Perencanaan dan Keuangan, JHN bahwa: 

"Komputer di kantor ini lebih dari cukup karna jumlahnya dua puluh 
lima unit sehingga setiap pegawai sebenamya bisa mengoperasikan satu unit 
komputer, hanya lucunya ada juga pegawai yang TBC alias tidak bisa computer 
sampai saat ini ... ha ha ha (sambil tertawa kecil) tapi itu hanya tiga orang sa. 
Kalo mereka ada kemauan untuk belajar sebenarnya bisa ... tapi mau karmana 
dorang ju mau pensiun jadi mau bilang apa lae" 
(wawancara tanggal 04 April 2016). 
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b. Peralatan Teknis 

No Nm. 

2 Tot __:.tl1.. ,! 

3 Plar, rncter 

4 Meja g:Jmb::ir 

5 Lemari arsip besi 

7 GP, 

Tabel 4.11 

Perellatan Teknis 

.::..;rnlah 

\ :·,it/set 

5 Baik 

') l fli' 

Baik 

4 Baik 

Baik 

3 Baik 

- --------

Sumber: Lua Kantor Penanahan Kabupaten Ngad: 

Keter:: · :: m: lat ukur !>crup:1 Total Station y0; lalam kondisi baik hanya 

sejumlah ::i''' '.mit sangat ;idak rnu11gkin membe: :n pelayanan yang cepat 

kepada ma<:yarakat untuk kcgiatan-kegiatan masal cperti prona, redistribusi 

tanah dan :.-galisasi asat lintas scktor lainnya. Sc ,ngkan alat ukur berupa 

theodolit ~·::.:;:ira teknis suJah sangat ketinggai : kecanggihannya untuk 

dipergunabn Jalam kegiatan pengukuran tanah pad: nasa mi. 

Berkaitan dengan kctersediaan alat ukur unt -.:. pelaksanaan pengukuran 

bidang tar.·· ''.ln(J dimoht'n oleh rnasyarakat secar rntin perorangan maupun 

pengukura:: ::;3sal !<.arena kegi3t~~n legalisasi as et :zmah masyarakat melalui 

pron a, rec ... 'U::-: t;mah 0C\C'·. land reform da:- .c.:giatan sertipikasi tan ah 

melalui Ii · ,: Survei Pc:: • rnn dan Pemctaan SE, 
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"Alat ukur di Kantor ini ada lima unit theodolit namun untuk kondisi 
sekarang ini sudah sangat ketinggalan kecanggihannya sedangkan dua unit total 
station yang satunya dalam keadaan rusak sehingga hanya satu unit yang 
dipergunakan untuk pelayanan pengukuran secara bergilir sehingga percepatan 
pelayanan pengukuran agak terhambat yang berdampak pula kepada penerbitan 
produk akhir" 
(wawancara tanggal 04 April 2016). 

c. Mobilitas 

Tabel 4.12 

Kendaraan 

No Jenis Kendaraan Jumlah Unit Keterangan 

1 Roda Empat 1 Baik 

2 Roda Dua 5 Baik 

Jumlah 6 

Sumber: Data Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada 

Fasilitas berupa kendaraa;1 bermotor yang ada pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ngada hanya 6 (enam) unit yaitu satu unit kendaraan roda empat dan 

lima kendaraan roda dua belum dapat mendukung pegawai dalam menjangkau 

lokasi pelayanan yang terpencar dengan medan yang sulit sehingga pelayaan 

kepada masyarakatpun belum optimal. 

Mengenai fasilitas berupa kendaraan bermotor yang ada pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten N gada baik kendaraan roda em pat maupun lima 

kendaraan roda dua untuk mendukung pegawai dalam menjangkau lokasi 

pelayanan yang terpencar kepada masyarakat. Berkaitan dengan dengan hal ini 

seorang asisten surveyor, MGK sebagai petugas ukur memberikan komentar 

sebagai berikut: 
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"Bapa ..... , motor dinas yang bisa dipakai turun ke lapangan hanya dua 
unit yaitu motor larasita sedangkan yang lainnya tidak bisa karna motor bebek 
tidak bisa jangkau lokasi yang medannya sulit. Mobil pun demikian. Itu ... 
pengelaman waktu pi bagi sertipikat tanah masyarakat di desa Waewea oto tidak 
bisa mendaki tanjakan. Katanya sudah usu! untuk dapat oto yang pake Derek, 
mudah-mudahan tahun depan kita sudah dapat otonya. Y ah top sudah 
untukjangkau medan yang sulit" 
(wawancara tanggal 06 April 2016). 

Demikian pula yang disamapaikan oleh SS sebagai petugas ukur 

memberikan komentar sebagai berikut: 

"Kendaraan roda dua yang sangat dibutuhkan sebenarnya adalah motor 
operasional seperti motor trail yang digunakan untuk menjangkau medan yang 
berlumpur dan belum beraspal" 
(wawancara tanggal 06 April 2016). 

d. Tanah dan Bangunan. 

1. Tanah milik BPN RI sebanyak 2 (dua) bidang yang perolehannya berasal dari 

Tanah Pemerintah Kabupaten Ngada masing-masing Sertifikat Hak Pakai 

Nomor : 4/Kelurahan Trikora Kecamatan Bajawa terdaftar atas nama Badan 

Pertanahan Nasional dengan seluas 2.375 m2, dan satu bidang yang terletak 

di Kelurahan Kisanata Kecamatan Bajawa seluas 220 m2 belum 

bersertipikat. 

Kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, GL W peneliti mendapatkan 

komentar sehubungan dengan tanah dan bangunan kantor dan lingkungan 

sekitarnya: 

"Kalau lokasi tanah kantor ini adalah tanah bekas swapraja Bajawa yang 
dikuasi oleh Pemda dan telah diserahkan kepada Agraria waktu itu. Sekarang 
sudah menjadi aset dan disertipikatkan atas nama Badan Pertanahan 
Nasional." 
(wawancara tanggal 01April2016). 
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2. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada mempunyai 2 (dua) gedung yaitu satu 

gedung utama seluas 300 M2 merupakan bangunan Kantor yang dibangun 

pada tahun 1980 dan pada tahun 2002 melalui dana SKO, Pertanahan telah 

dibangun l (satu) unit Gedung Baru dengan luas Lantai 20 M2. 

Kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, GL W menegaskan lagi kepada 

peneliti dengan komentar sehubungan dengan bangunan kantor dan 

lingkungan sekitamya: 

"Kalau ruangan kantor ini untuk sementara re!atif memungkinkan untuk 
pegawai bisa bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat, jika jumlah 
pegawa1 yang diharapkan bertambah maka perlu penambahan luas 
bangunan" 

3. Gedung utama Kantor Pertanahan telah diadakan Rehab pada tahun anggaran 

2014 dengan biaya dari Dana DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Berdasarkan observasi dalam penelitian di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ngada, penulis mengamati dan memperoleh data bahwa tersedia 

10 (sepuluh) ruangan dalam gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada 

masing-masing dengan ukuran luas masing-masing rnangan seperti dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 4.13 

Ruangan dan Luas Ruangan, Tahun 2015 

No Ruangan Kerja Luas Keterangan 
(M2) 

l Kepala Kantor 32 

2 Tata Usaha 32 

3 Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan 42 

4 Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 44 

5 Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan 25 

6 Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan 25 

7 Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara 12 

Pertanahan 

8 Keuangan 14 

9 Ruang arsip 14 

10 Gu dang 14 

11 Ruangan tamu, loket pelayanan dan lorong 46 

Jumlah 300 

Sumber: Data Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada 

Hasil pengamatan peneliti bahwa ruangan kerja masing-masing 

komponen cukup memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

akan tetapi jika disimak lebih jauh yang menjadi masalah adalah ruangan kerja 

Seksi Sengketa Konflik dan Perkata Pertanahan yang sempit serta ruangan arsip 

yang belum layak untuk menampung arsip-arsip kantor sehingga penataan 

arsipnyapun belum optimal. 
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Sehubungan dengan luas ruangan kerja Seksi sengketa, Konflik dan 

Perkarara berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 

GL W seperti berikut ini: 

"Ruangan kerja Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan terlalu 
sempit dan hanya bisa muat dua meja kerja yaitu meja kerja kepala seksi dan 
kepala sub seksi perkara. Hal ini membuat pelayanan terganggu karna lemari 
arsip sengketa tanah tidak bisa diletakkan dengan baik kama sempit dan 
sumpek" 
(wawancara tanggal 01 April 2016). 

Sedangkan mengenai ruangan arsip dikatakan oleh Kaur Perencanaan 

dan Keuangan, JHN bahwa: 

"Ruangan arsip yang ada sangat sempit sedangkan arsip di kantor ini 
bermacam-macam baik arsip pasif maupun arsip aktif yang membutuhkan 
lemari dan rak arsip, kondisi seperti ini sulit ditata arsip yang lebih baik dan 
memudahkan untuk dicari kembali dikemudian hari, kami programkan untuk 
pengusalan pengadaan gedung arsip tersendiri" 
( wawancara tanggal 04 April 2016). 

Dari beberapa komentar dan pendapat pegawai mengenai sarana dan 

prasarana yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dalam 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat baik di 

dalam kantor maupun tugas operasional di lapangan menjukan bahwa pekerjaan 

pelayanan belum optimal seperti yang diharapkan karena belum memadainya 

persediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung. 

3. Sengketa dan Konfik Pertanahan 

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali tanah menjadi obyek kasus yang 

berujung ke pengadilan. Kasus pertanahan yang meliputi sengketa, konflik dan 

perkara yang meliputi perselisihan pertanahan antara perorangan, kelompok, 
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golongan orgamsas1, badan hukum atau lembaga yang berdampak luas secara 

sosial politik. 

Untuk meminimalisir kasus pertanahan, maka jaminan kepastian hukum dan 

kepastian hak atas kepemilikan tanah sangat diperlukan dan untuk mendapatkan 

jaminan kepastian hukum serta kepastian hak atas tanah, maka masyarakat perlu 

mendaftarkan tanah guna memperoleh sertipikat hak atas tanah yang berfungsi 

sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah namun dalam 

upaya pendaftaran hak tersebut muncul berbagai persoalan dan pengaduan berupa 

keberatan yang berkaitan dengan masalah batas-batas bidang tanah maupun 

penguasaan dan pemilikannya. 

Penelitian sehubungan dengan sengketa dan konflik pertanahan yang turut 

berperan dan mempengaruhi kualitas kinerja pelayanan publik pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Ngada dilakukan oleh peneliti dengan kajian dan 

pendekatan sama sebagaimana tersebut pada paparan Bab II di atas untuk 

diketahui bahwa dengan diselesaiakannya segketa dan konflik pertanahan secara 

mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada akan menciptakan suasana 

kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang 

mensejahterakan masyarakat Kabupaten Ngada. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kepala Seksi Sengketa Konflik 

dan Perkara Kantor Pertanahan Kabu;Jaten Ngada disajikan data sengketa, 

kontlik dan perkara seperti tabel berikut ini: 
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Tabel 4.14 

Data Penanganan Sengketa Pertanahan, Tahun 2012-2015 

Jumlah Kriteria Penyelesaian 
Kasus 

No Tahun Masuk Selesai Sisa Pemyataan Mediasi Hukum Keterangan 

l 2012 15 15 - 9 4 2 

2 2013 15 15 - 10 4 l 

3 2014 9 9 - 6 2 l 

4 2015 9 7 2 3 4 -

Jumlah: 48 kasus 46 2 28 14 4 

Sumber: Data Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada 

Dalam tabel 4.13 sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat jumlah keberatan yang 

masuk ke Kantor Pertanahan oleh pihak yang merasa dirugikan sehubungan dengan proses 

hak atas ~idang tanah tertentu, keadaan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 

sejumlah 48 (empat puluh delapan) kasus yang dapat diselesaikan melalui pemyataan 

berupa tanggapan dari Kantor Pertanahan sejumlah 28 (dua puluh delapan) kasus, mediasi 

yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada sejumlah 14 (empat belas) 

kasus dan kasus pertanahan yang dilanjutl<an ke tingkat peradilan sejumlah 4 (empat) 

kasus. 
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Tabel 4.15 

Data Penanganan Konflik Pertanahan, Tahun 2012-2015 

·- __ , 

Tingkat Penyelesaian Keterangan 
Jumlah 

No Tahun Kasus Kantah Pengadilan Instansi lain 
Masuk 

1 2012 1 - - 1 Mediasi 
Tingkat 
Kabupaten 

2 2013 - - - -

--

3 2014 - - - -

4 2015 - - - -

Jumlah 1 - - 1 

Sumber: Data Kantor Pertanahan Kabupaten N gada 

Tabel 4.14 menunjukan konflik pertanahan yang yang dilaporkan dan tercatat di 

Kan~or Pertanahan Kabupaten Ngada pada tahun 2012 yaitu 1 (satu) konflik pertanahan 

yang terjadi sebagai akibat saling klaim antara suku Sede dengan Boro atas lokasi 

hamparan tanah perkampungan di Kelurahan Foa Kecamatan Aimere yang menimbulkan 

korban penganiayaan dan pemukulan terhadap salah satu pihak sedangkan sejak tahun 

2013 sampai dengan tahun 2015 tirlak ada laporan tentang kon flik pertanahan di 

Kabupaten Ngada. 
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Tabel 4.16 

Data Penanganan Perkara Perdata Pertanahan, Tahun 2012-2015 

Perkara Perdata 
No Tahun Juumlah TingkatPenanganan Keterangan 

Perkara PN (I) Banding Kasasi PK 
Masuk 

1 2012 2 2 - - - Selesai 

2 2013 l l - - - Selesai 

3 2014 l l - - - Selesai 

4 2015 - - - - - -

Jumlah: 4 4 - - -

Sumber: Data Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada 

Tabel 4.15 menunjukan bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 kasus perkara 

perdata pertanahan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bajawa sejumlah 4 (empat) kasus 

dan sudah selesai diputuskan dan berkekuatan tetap sejumlah 4 (empat) kasus. 
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Tabel 4.17 

Data Penanganan Perkara Tata Usaha Negara (TUN), Tahun 2012-2015 

Perkara TUN 
No Tahun Juumlah TingkatPenanganan Keterangan 

Perkara PTUN Banding Kasasi PK 
Masuk 

I 2012 - - - - -

2 2013 - - - - -

3 2014 I 1 - - - Selesai 

4 2015 - - - - -

Jumlah 1 1 - - -

Sumber: Data Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada 

Tabel 4.16 menunjukan perkara Tata Usaha Negara (TUN) dimana institusi Kantor 

Pertanahan Kabupaten Ngada digugat oleh seorang warga masyarakat desa Malanuza 

kecamatan Golewa Kabupaten Ngada atas tuduhan bahwa sertipikat tanah yang diterbitkan 

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada tidak prosedural atau palsu. 

Hal ini menimbulkan Perkara di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Kupang pada tahun 

2014 sebagaimana dalam tabel 4.16 yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Ngada sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tentang 

Pemberian Hak Milik Atas Tanah Masyarakat di Desa Malanuza Kecamatan Golewa 

Kabupaten Ngada dalam rangka pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform, atas 

nama Maria Yasinta Due, dkk 3 (tiga) orang, dimana Pihak Penggugat m...:rasa tiddk pua~ 

terhadap Putusan Tata Usaha Negara, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pihak 

Penggugat yang mengaku sebagai Ketua Suku Sa'o Tumay Suku Ngadha kampung 

Malanuza. 
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Selain itu dasar pemikiran dari Pihak Penggugat sampai ditariknya Kantor 

Pertanahan kabupaten Ngada selaku Tergugat dalam perkara Tata Usaha tersebut adalah 

pihak Penggugat menyatakan penerbitan sertipikat obyek sengketa tidak atas kesepakatan 

dan tidak atas sepengetahuan dan disetujui oleh pemegang hak adat dari ketua soma Sa'o 

Tumay Suku Ngadha kampung Malanuza. Hal inilah yang mendorong pihak Penggugat 

meminta kepada Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara melalui majelis hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara untuk mencabut sertipikat Hak Milik Atas Tanah atas 

nama Maria Yasinta Due, dkk 3 (tiga) orang. 

Berdasarkan tuntutan maupun permintaan amar putusan yang dinyatakan Pihak 

Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas Pengadilan Tata Usaha Kupang memberikan 

putusan dengan amamya yaitu dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat dan dalam pokok 

perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 

Keputusan yang dikeluarkan pihak Pengadilan Tata Usaha, tidak ada upaya Banding dari 

Pihak Penggugat, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha dinyatakan telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 
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Pola penyelesaian masalah sengketa dan konflik pertanahan di luar pengadilan yang 

dilakukan adalah melalui mediasi merupakan pengendalian konflik pertanahan yang 

dilakukan dengan cara membuat konsensus diantara dua belah pihak yang berkonflik 

mencari pihak ketiga yang berkedudukan netral sebagai mediator dalam penyelesaian 

konflik. Penyelesaian melalui mediasi mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan 

berperkara di muka pe:igadilan yang tidak menarik dilihat dari segi waktu, biaya, pikiran 

dan tenaga. 

Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya 

penentuan hasil akhir perundingan yang dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa 

tekanan atau paksaan dengan solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution. 

Dalam ha! proses permohonan pensertipikatan hak atas tanah terdapat pengaduan 

atau keberatan mengenai batas atau penguasaan dan pemilikannya dari pihak tertentu, 

Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan HIJ mengomentari seperti di 

bawah ini: 

"Setiap keberatan yang masuk mengenai tanah yang sedang diproses sertipikatnya 
selalu kita akomodir dan kita jadualkan untuk dilaksanakan mediasi secara kekeluargaan, 
namun berkaitan dengan keberatan yang disampaikan sekedar menghambat tanpa 
menunjukan bukti sebagai alas haknya langsung kita menanggapi dengan surat untuk 
menjelaskan dasar permohonan hak dan dasar pengajuan keberatan kepada para pihak. 
Kenyataannya setelah dijelaskan ada juga yang memahami dan tidak melanjutkan 
keberatannya" 
(wawancara tanggal 08 April 2016). 

Hal yang sa:na berkenaan dengan bagaimana sikap sebagai petugas loket di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Ngada JHN dalam menghadapi dan melayani masyarakat yang 

hadir dan menyatakan pengaduan pembatalan secara lisan mengenai proses hak atas tanah 
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yang diajukan oleh pihak tertentu tanpa melibatkan persetujuan dari keluarga yang lain, 

perugas loket mengemonteri seperti berikut: 

"Memang kami juga memahami bahwa terbanyak pengauasaan tanah di Ngada ini 
adalah tanah adat yang penguasaannya lebih ban yak sebagai hak bersama dalam sa' o 
sehingga apabila penguasaan perorangan lebih menonjol dan ingin diproses sertipikat 
perlu mendapat persetujuan dari keluarga yang lain dalam rumpun sa;o tersebut. 
Menyikapi persolaan seperti ini kami arahkan mereka untuk bersepakat dalam rumpun 
keluaraga sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas" 
(wawancara tanggal 08 April 2016). 

Dalam hal proses permohonan pensertipikatan hak atas tanah mendapat pengaduan 

atau keberatan mengenai batas atau penguasaan dan pemilikannya dari pihak tertentu, 

Kepala Seksi Sengketa Kontlik dan Perkara Pertanahan HU mengomentari seperti di 

bawah ini: 

"Semua masalah pertanahan yang dilaporkan masyarakat terkait proses hak atas 
tanah ke Kantor Pertanahan baik yang dilaporkan secara lisan maupun tertulis, sudah kita 
tangani dengan cara melakukan pemamggilan kepada para pihak untuk dilaksanakan 
mediasi secara kekeluargaan di kantor dan selama ini banyakjuga kasus yang sudah kami 
selesaikan melalui mediasi. Memang ada juga kasus yang sudah kita mediasi beberapa kali 
namun tidak adanya kata sepakat dari para pihak, kita buat rekomendasi untuk pihak 
pelapor mngajukan gugatan ke pengadilan" 
(wawancara tanggal 06 April 2016). 

Kantor Pertanahan sebagai instansi pelayanan publik di bidang pertanahan, 

berdasarkan Pcraturan Kepala Sadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 201 l tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, diberikan 

kewenangan untuk bertindak sebagai mediator dalam menangani dan menyelesaikan 

masalah sen;;keta dan kontlik pertanahan secara mediasi kekeluargaan. Dalam proses 

mediasi tidak tercapai kata sepakat dari para pihak, Kepala Seksi Sengketa Kontlik dan 

Perkara Pertanahan HU sekali lagi menegaskan bahwa: 
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"Apabila dalam pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan ini tidak adanya kata 
sepakat dari para pihak, maka tim mediasi Kantor pertanahan mengupayakan dan 
menetapkan waktu untuk pelaksanaan mediasi tahab kedua. Dalam pelaksanaan rnediasi 
kcdua tidak juga ditemui kesepakatan, diupayakan sekali lagi untuk mediasi tahab ketiga. 
Pelaksanaan mediasi pada tahab ketiga tidak juga diternui kesepakan maka tim mediasi 
merekomendasikan melalui suatu berita acara agar pihak yang merasa dirugikan diberikan 
tenggang waktu paling lama tiga bulan untuk segera mengajukan gugatan ke Pengadilan 
Negeri" 
(wawancara tanggal 06 April 2016). 

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah 

dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diberikan 

penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan 

sebagai alat pembuktian yang kuat oleh Undang-Undang Pokok Agraria. 

Berkaitan dengan produk berupa sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh 

Kantor Pertanahan kepada pemegang hak, muncul pihak yang mengadu tentang prosedur 

penerbitannya yang tanpa diketahui oleh pelapor atau pengadu. Menyikapi persoalan ini, 

Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan HU sekali lagi menegaskan seperti 

di bawah ini: 

"Apabila dalam pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan ini tidak adanya kata 
sepakat dari para pihak, maka tim mediasi Kantor pertanahan mengupayakan dan 
menetapkan waktu untuk pelaksanaan mediasi tahab kedua. Dalam pelaksanaan mediasi 
kedua tidak juga ditemui kesepakatan, diupayakan sekali lagi untuk mediasi tahab ketiga. 
Pelaksanoan mediasi pada tahab ketiga tidak juga ditemui kesepakan maka tim mediasi 
merekomendasikan melalui suatu berita acara agar pihak yang merasa dirugikan diberikan 
tenggang waktu paling lama tiga bulan untuk segera mengajukan gugatan ke Pengadilan 
Negeri" 
(wawancara tanggal 06 April 2016). 

Pcnyelesaian kasus pertanahan melului mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Ngada sangat dirasakan manfaatnnya oleh para pihak kama dapat dicarikan solusi 

penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan, hal ini sangat dirasakan manfaatnya oleh 
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pihak-pihak yang bersengketa sebgaimana yang dikatakan oleh MN, umur 56 tahun dari 

Kelurahan Benteng Tengah Kecamatan Riung seperti berikut ini: 

"Masalah tanah saya dengan anak saudara saya awalnya rumit sekali tetapi ketika 
dilaksanakan pertemuan dan mediasi yang dilakukan oleh Kantor Peryanahan maka 
masa\ahnya menjadi cair dan proses sertifikat tanahnya menjadi lancar. Sekarang saya 
sudah terima sertifikat tanahnya" 
( wawancara tanggal 28 April 2016) 

Hal senada juga yang disampaikan oleh nenek MD yang telah berusia 68 tahun asal 

desa Rakalaba kecamatan Golewa Barat seperti berikut: 

"Urus sertpikat tanah di rumah ini sudah dari tahun 2008 tidak bisa terbit 
sertifikatnya kama masih ada keberatan dari dari pihak yang berbatasan bagian barat, 
urusannya sebenamya sepele saja tapi kama tidak ada saling pengertian dan tidak 
tandatangan persetujuan batasnya urusannya jadi lama tetapi ketika dilaksanakan 
pertemuan dan mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan maka masalahnya selesai 
dan sekarang saya sudah terima sertifikat tanahnya. Saya senang karna sertifikatnya 
dibawa langsung oleh pegawai pertanahan dan diberikan kepada saya di rumah ini" 
( wawancara tanggal 29 April 2016) 

Lain ha! sebagaimana yang dikatakan oleh bapak StB seorang pensiunan pegawai 

negeri sipil umur 60 tahun berdomisili di Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa 

mengatakan bahwa: 

"Awalnya saya mencurigai petugas pertanahan yang mungki sengaja memperlambat 
urusan sertifikat tanah saya, namun setelah mendapatkan penjelasan mengenai proses 
sert:fikat tanah baru saya mengerti bahwa kalau masih ada pihak lain yang mengajukan 
keberatan baik secara lisan atau tertulis hams diselesaikan <lulu masalahnya barn 
dilanjutkan proses haknya" 
(wawancara tanggal 28 April 2016) 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung, wawancara dan data-data yang diperoleh 

baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada maupun dari masyarakat penerima layanan, 

peneliti menginterprestsikan bahwa pelayanan kepada masyarakat di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ngada baru bisa dilakukan secara optimal sesuai harapan masyarakat yang 

dilayani jika tersedianya jumlah pegawai yang memadai dan mempunyai kualitas dan 
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keterampilan dalam menyelesaiakan pekerjaan kantor, tersedianya sarana dan prasarana 

yang memadai serta kreatif dalam penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik 

pertanahan. 

C. Pembahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang faktor-faktor 

yang menghambat kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada 

sehingga peneliti berusaha menggali, mengungkap kemudian mendeskripsikannya. Hasil 

penelitian ini berupa data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

1. Sumber Daya Aparatur 

Kelancaran dan percepatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada sangat tergantung kepada tersedianya Sumber 

Daya Aparatur yang memadai, mempunyai integritas, kemampuan dan keterampilan 

untuk menyelesaikan pekerjaan pelayanan kepada masyarakat. 

Sumber daya aparatur adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat 

dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya 

aparatur juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada 

hakikatnya, sumber daya aparatur berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah 

organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. 

Untuk mencapai tujuan organisasi sesuai teori yang dikemukan oleh Hani 

Handoko (1980:5) bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, 

pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai 
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baik tujuan-tujuan individu-individu yang maupun organisasi apabila dipadukan 

dengan kondisi sumber daya aparatur di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada belum 

secara optimal tercapai. Fenomena emperik ini jika dibandingkan pendapat Simomora 

(1999:3) bahwa pemberdayaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan 

pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Bagaimana 

pengaturan terbaik dalam mengkaryakan orang-orang agar mencapai tujuan organisasi 

dengan minimnya jumlah sumber daya aparatur di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Ngada. 

Pegawai negeri sipil dalam organisasi sampai saat ini diakui memegang peranan 

yang sangat penting dalam keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 yang antara 

lain menyatakan: "Bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian 

dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan 

dan pengembangan wawasan pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan pelatihan 

jabatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembinaan pegawai 

negari sipil secara menyeluruh". 

Mengacu pada Peraturan tersebut di atas jika dikaji dari pendidikan formal dan 

non formal pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada maka tidak berimbang 

dengan besamya jumlah pekerjaan sesuai target yang diberikan sehingga berpengaruh 

terhadap kuallitas kinerja pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Ngada. 

Oleh karena itu Pendidikan dan pelatihan sebagai bagian internal dari kebijakan 

personil dalam rangka pembinaan pegawai disamping sebagai sarana pembinaan yang 
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bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis juga untuk memantapkan sikap 

mental pegawai perlu ditingkatkan secara bertahap dan berkesinambungan untuk 

menyesuaikan antara tanggung jawab dan pekerjaan dengan kemampuan, keterampilan 

dan kecakapan serta keahlian dari pegawai. Dengan demikian setiap pegawai diberi 

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan pengembangan kepribadian sehinggga 

dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang pada akhimya mampu 

meningkatkan kinerja. 

Hal ini perlu dikemukakan karena pada masa yang akan datang persoalan

persoalan serta tantangan-tantangan yang akan dihadapi semakin berat dan kompleks. 

Untuk itu, dibutuhkan sumber daya pegawai negeri sipil yang handal dalam 

mengantisipasi berbagai persoalan. Realitas menunjukan bahwa kondisi pegawai 

negeri sipil di Indonesia selama ini masih belum memuaskan karena rendahnya 

produktivitas kerja yang ditampilkan. 

Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada jumlah Sumber Daya Aparatur belum memadai. 

Berdasarkan hasii penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti ditemukan bahwa 

jumlah sumber daya aparatur yang berstatus pegawai negeri sipil pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Ngada hanya sejumlah 17 (tujuh belas) orang sehingga dengan 

demikian sangat tidak memadai untuk menyelesaikaan dengan cepat tahapan-tahapan 

pekerjaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan. 

Kondisi ini sangat dilematis dan berdampak pada kualitas pelayanan publik 

sedangkan disisi lain masyarakat sangat mengharapkan pelayanan cepat dari Kantor 

Pertanahan kabupaten Ngada. Pekerjaan pelayanan baik di kantor maupun operasional 
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lapangan dikerjakan secara rangkap oleh seseorang pegawai untuk penyelesaiannya 

namun untuk mencapai tingkat percepatan pelayanan sesuai standar pelayanan belum 

optimal sebagaimana yang telah dikomentari oleh beberapa pejabat di Kantor 

Pertanahan sebagaimana telah diuraiakan di atas. 

2. Sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat 

dibutuhkan oleh setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil 

tujuan akan dapat dicapai. Agar semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan 

kantor baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan 

dengan baik dan efisien, maka pelaksanaan atau pengelolaan sarana dan prasarana 

kantor harus dilakukan dengan baik. 

Penelitian sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Ngada yang turut berperan dalam memberikan percepatan 

pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada kepada masyarakat berdasarkan 

pengamatan dan data yang diperoleh dari Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ngada peneliti memperoleh data-data sehubungan dengan sarana dan 

prasarana. 

Dalam Hamalik (1980:23) Sarana dan prasarana adalah semua bentuk perantara yang 

dipakai orang untuk menyebar ide, sehingga ide tersebut bisa sampai pada penerima. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa Sarana dan prasarana adalah semua yang dapat 

menunjang/mendukung segala kegiatan-kegiatan untuk tercapainya suatu tujuan yang 

ingin dicapai.Peralatan atau perlengkapan kantor adalah alat atau bahan yang digunakan 
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untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor, sehingga menghasilkan suatu pekerjaan 

yang diharapkan selesai lebih cepat, lebih tepat dan lebih baik. 

Kondisi persediaan peralatan kantor dan peralatan teknis serta mobiltas kendaraan 

bermotor di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada berdasarkan hasil penelitian kurang 

memadai sehingga dalam pelaksanaan percepatan pelayanan kepada masyarakat belum 

optimal sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat sehingga upaya untuk pengadaan 

dan peningkatan fasilitas peralatan kantor seperti lemari dan rak-rak arsip, peralatan 

teknis seperti alat ukur dan kendaaraan operasional lapangan melalui dana Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

2. Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan 

Bila mendengar kata konflik, maka asosiasi akan tertuju pada adanya 

peselesihan/ketidakharmonisan/pertentangan dan atau yang paling ekstrim adanya 

tindakan kekerasan. Konflik biasanya akan melibatkan adanya dua pihak yang 

besebrangan antara satu dengan lainnya. 

Wiradi berpendapat bahwa, sem1Ja jenis konflik agraria timbul sebagai akibat dari 

adanya ketidakserasian/kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah 

Sumber Daya Alam. Dalam memahami konflik agraria ia menawarkan bahwa kunci 

utamanya adalah kesadaran kita bahwa tanah/Sumber Daya Alam merupakan hal yang 

vital yang melandasi semua aspek kehidupan manusia dalam pandangannya secara 

komprehensif mengenai konflik agraria. (Gunawan Wiradi, him 56). la juga mencoba 

mengindentifikasikan bahwa ada beberapa bentuk kesenjangan diantaranya kesenjangan 

dalam penguasaan, konsep penguasaan, hukum dan kebijakan yang saling bertentangan. 
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Pada hakikatnya kontlik agraria mencerminkan keadaan tidak terpenuhinya rasa 

keadilan bagi kelompok masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari tanah dan 

kekayaan alam. Seperti kaum petani, nelayan dan masyarakat. Ketidakadilan ini muncul 

sebagai akibat adanya penerapan konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam 

yang salah. Pada sisi lain terhadap masyarakat yang telah terusir dari tanahnya, tidak 

menerima ketidakadilan akibat kebijak(l_n tersebut kemudian mendorong mereka bersama

sama melakukan perlawanan, sehingga kontlikpun bermunculan. Kontlik yang terjadi 

antara masyarakat/petani yang mempertahankan hak-haknya dari segala bentuk 

penguasaan sewenang-wenang dari perusahaan-perusahaan pemilik modal yang 

berselimut di balik perlindungan negara/konsesi. 

Kontlik serupa juga sering terjadi antara masyarakat adat yang mempertahankan 

sumber penghidupannya berhadapan dengan perusahaan pertambangan, perkebunan 

dan/atau perusahaan perkayuan. Berbagai konflik tersebut umumnya selalu disertai 

dengan kekerasan, penyiksaan, bahkan penculikan atau pembunuhan. 

Sumardjono telah coba mengindetifikasikan beberapa akar permasalahan konflik 

pertanahan termasuk sumber daya agraria lainnya. Kontlik pertanahan merupakan 

persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlansung dalam kurun waktu tahunan 

bahka puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana dan bentuk permasalahan yang sifatnya 

kompleks dan multi dimensi sehingga usaha pencegahan dan penyelesaiannya harus 

memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Seringkali 

penanganan penyelesaian sengketa dan kontlik pertanahan dihadapkan pada dilema

dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting sehingga mencari 

keseimbangan atau win-win solutin atas kontlik yang sudah terjadi jelas membutuhkan 
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upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar kontlik, 

faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dirumuskan strategi dan solusinya. 

Dengan usaha-usaha penyelesaian akar masalah diharapkan sengketa dan konflik 

pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin sekaligus menciptakan suasana kondusif 

dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan. 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 

2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Badan 

Pertanahan Nasional RI dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan konflik pertanahan 

antara lain melalui mediasi yang meliputi mekanisme pelayanan pengaduan dan 

informasi, pengkajian, penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan serat bantuan 

hukum dan perlindungan hukum. 

Penelitian terdahulu terkait dengan peran kantor pertanahan dalam rangka 

penyelesaian sengketa tanah secara mediasi oleh Herwandi (2010), membuat kajian 

tentang Peran Kantor Pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara 

mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara, dcngan pendekatan yang dilakukan yaitu 

pengumpulan data primer melalui wawancara dan daftar pertanyaan kepada orang-orang 

terkait dan pengumpulan data sekunder melalui bahan-bahan hukum seperti peraturan

peraturan dan hasil kajian yang disimpulkan bahwa sebagai mediato, Kantor Pertanahan 

Jakarta utara mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan 

masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. 

Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan

perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan 

mengatur pengungkapan emosi. 
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Berdasarkan teori dan kajian penelitian terdahulu, penelitian sehubungan dengan 

sengketa dan konflik pertanahan yang turut berperan dan mempengaruhi kualitas kinerja 

pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dilakukan oleh peneliti 

dengan kajian dan pendekatan sama sebagaimana tersebut pada paparan di atas diketahui 

bahwa dengan diselesaiakannya segketa dan konflik pertanahan secara mediasi oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten N gada akan menciptakan suasana kondusif dan 

terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan masyarakat. 
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A. Kesimpulan 

BABY 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di dalam Bab 

IV di muka, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

l. Pelayanan publik di bidang pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Ngada kepada masyarakakat sudah berjalan sesuai Standar Pelayanan dan 

Pengaturan Pertanahan; 

2. Percepatan Pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat melalui bentuk-bentuk inovasi pelayanan seperti One Day Service, 

Quick Service, Weekend Service, Layanan Tujuh Menit (Lantum) belum optimal 

dilaksanakan karena kurangnya sumber daya manusia yang mengakibatkan 

kosongnya jabatan sturktural sebanyak 9 (Sembilan) jabatan yang belum terisi 

sehingga terjadinya rangkap jabatan dan rangkap pekerjaan; 

3. Kurangnya sarana dan prasarana seperti peralatan teknis pengukuran tanah, 

kendaraan operasional lapangan roda dua dan roda empat untuk menjangkau 

lokasi bertopografi dan medan yang sulit; 

4. Di bidang kearsipan belum tersedianya ruangan arstp yang memadai untuk 

penyimpanan dan penataan arsip seperti Buku Tanah, Surat Ukur, Peta hak atas 

tanah dan warkah-warkah permohonan hak sehingga memudahkan ketika 

dibutuhkan untuk proses pelayanan informasi dan pemeliharaan data pertanahan; 

5. Sebagai mediator, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada berperan membantu para 

pihak yang bersengketa di bidang pertanahan dalam memberikan pencerahan 
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agar memahami pandangan masing-masing dan mengupayakan solusi 

penyelesaian secara musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan dengan 

prinsip win-win solution; 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana dalam disajikan di atas, peneliti 

mengajukan saran-saran yang berguna untuk peningkatan kualitas kinerja pelayanan 

pertanahan kepada masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada antara lain 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya strategi mensinergikan sumber daya yang tersedia untuk 

mempertahankan dan meningkatan kualitas pelayanan yang sudah berjalan sesuai 

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan; 

2. Memberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada saat ini secara kreatif dan 

efektif untuk memberikan percepatan pelayanan kepada masyarakat dan 

melakukan pengusulan ke tingkat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi untuk penambahan jumlah pegawai; 

3. Mengatur dan mengendalikan sarana dan prasarana yang tersedia untuk 

dipergunakan dalarn optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta 

mengusulkan untuk pengadaan alat ukur dan kendaraan bermotor; 

4. Untuk memiliki tata arsip yang memadai agar mengusulkan pengadaan gedung 

arsip dan kelengkapannya seperti lemari dan rak arsip untuk penataan dan 

penyimpan arsip. 

5. Agar Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada tanggap dan cepat menyelesaikan 

sengketa dan konflik pertanahan melalui mediasi secara kekeluargaan atas setiap 

151 

42508.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



laporan atau pengaJuan keberatan sehubungan dengan masalah sengketa dan 

konflik pertanahan baik yang berkaitan dengan batas-batas bidang tanah, 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya sehingga tidak 

menimbulkan dampak sosial yang lebih luas di masyarakat. 
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Nama dan .Jabatan Responden 

1. Nama 

2. Jabatan 

3. Pendidikan T erakhir 

Daftar Pertanayaan 

PEDOMAN WA WAN CARA 

1. Bagaimana kondisi Sumber daya manusia di kantor Pertanahan ini dalam menyelesaikan 

tugas pelayanan kepada masyarakat ? 

Bagaimana scmangat anda bersama kawan-kawan di seksi pengukuran dalam memberikan 

pelayanan pengukuran tanah kepada masyarakat ? 

3. Apabila ada keluhan dari masyarakat tentang kcterlambatan dalam pelayanan di Kantor 

Pertanahan bagaimana sikap anda dalam rnenyelesaian pekerjaan di seksi pemberiah hak ini'? 

4. Apa komentar anda terhadap pcgawai yang tidak menyelesaiakan pekerjaan khususnya 
pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan yang ditentukan? 

5. Apakah ada hukuman disiplin kepada pegawai terlambat menyelesaikan tugasnya sesuai 

waktu yang telah ditctapkan? 

6. Hambatan apa yang mcnyehabkan pckerjaan terlambat disclesaikan di kantor? 

7. Apa yang anda lakukan jika ada komplain tentang produk yang dihasilkan oleh Kantor 

Pertanahan? 

8. Apakah ada uraian tugas masing-masing pegawai dan dilaksanakan sesuai masing-masing 

pegawainya? ............................................................................................... . 
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9. Apakah ada perlakuan khusus terhadap masyarakat tertentu yang membutuhkan pelayanan di 

Kantor? 

10. Menurut anda bagaimana semangat memberikan pelayanan di Kantor ini? 

11. Menurut anda apakah pegawai disini sudah mcmiliki kcmampuan dan keterampilan yang 
cukup untuk menyelesaiakan pde~jaan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat? 

12. Apakah Jumlah pegawai sudah cukup untuk melaksanakan tugas di kantor ini dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat? 

13. Ada pekerjaan yang kelihatannya serderhana sekali scperti mau cck/pengecekan sertipikat 
Cuma di berikan paraf saja ko sepertinya kadang bisa sampai dua atau tiga hari? 

14. Bagaimana sikap anda kalau dalam proses hak ada pihak yang mengajukan keberatan atas 

lokasi tanah yang dimohon'? 

15. Bagaimana dengan penataan arsip/warkah/dokemen permohonan hak di kantor ini? 

16. Apakah setiap pegawai sudah melaksanakan tugas sesuai urain tugasnya dan bagaimana 

pelaksanaannya? 

17. Menurut Bapak apakah pegawai yang ada sudah cukup terampil untuk menyelesaiakan 

pekerjaan sesuai uraian tugasnya'? 

18. Bagaimana kerjasama yang dilakukan untuk menyelesaiakan pekerjaan di kantor? 
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19. Apabila ada berkas pennohonan hak yang diajukan pemohon kurang/tidak lengkap, apa yang 

saudara lakukan? 

20. Bagaimana tindakan anda apabila ada bcrkas permohonan hak yang diajukan ke Kantor 

Pertanahan dan dalam prosesnya ada keberatan dari pihak lain mengenai tanah yang akan 

diproses sertipikat haknya tersebut? 

21. Apa komentar bapak tcntang pclayanan pensertipikatan tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten N gada ? 

22. Apa komemtar bapak tentang penangan sengketa tanah dalam proses mediasi di Kantor 

Pcrtanahan Kabupaten N gad a ? 

23. Bagaimana komcntar anda tentang bcntuk-bcntuk inovasi pelayanan kepada masyarakat di 

Kantor Pcrtanahan? 

24. Bagaimana urusan sertifikat mama ketika ada masalah batas yang diajukan oleh pihak yang 

berbatasan? 

25. Bagaimana mcnurut bapa mengenai pelayanan cepat di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Ngada? 
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LAMPIRAN 
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